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KATA PENGANTAR

Proses pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu sarana yang senantiasa

diperlukan oleh setiap orang, termasuk mereka yang tengah bekerja dalam rangka

meningkatkan karir kerja dalam kehidupannya, karena proses pembelajaran pada hakekatnya

adalah salah satu cara untuk terjadinya peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia

dalam rangka mengantisipasi permasalahan dan pemenuhan kebutuhan kerja di masa depan.

Modul ‘Pengelolaan Barang Milik Negara (Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,

Pemindahtanganan Barang Milik Negara)’ yang ditulis oleh Saudara Drs. Tyas Miyanto, M.
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pegawai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Departemen Keuangan, dan

dirancang untuk memberi bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi pegawai

DJKN dalam bidang Kekayaan Negara guna meningkatkan motivasi dan memperlancar

kemampuan dalam rangka penugasan tugas di lingkungan kerja DJKN. Modul ini sudah

mendapatkan masukan – masukan dari berbagai pihak, diantaranya Saudara Tio S. Siahaan,

SH., LLM (dari DJKN) dan Ibu Dr. Durri Andriani (dari universitas terbuka).

Kami menghargai dan berterima kasih atas upaya penulis dan preview dalam

mempersiapkan dan menyusun modul ini sehingga turut membantu memberikan kemudahan

bagi peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pusdiklat Keuangan umum Badan

Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan.
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PENDAHULUAN

1. Pengantar

Modul “Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN): Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan” ini disajikan sebagai salah satu referensi bagi

peserta DTSS (Diklat Teknis Substantif Spesialis) Kekayaan Negara Jarak Jauh.

Materi dalam modul ini difokuskan pada lima hal sebagai berikut:

1) Memperkenalkan istilah-istilah yang berkenaan dengan pengelolaan BMN;

2) Memberikan gambaran persoalan yang telah dan sedang terjadi pada beberapa

departemen / lembaga yang memerlukan penanganan;

3) Latar belakang diaturnya pengelolaan BMN;

4) Ketentuan pokok berkenaan dengan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan

Pemindahtanganan BMN;

5) Syarat dan prosedur pelaksanaan pengelolaan BMN.

Modul ini merupakan pelengkap Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan

Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, maupun ketentuan lain dalam pembelajaran yang

berkaitan dengan pengelolaan BMN. Sebagian terbesar materi tentang prosedur

pengelolaan BMN dalam modul ini dikutip dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor

96/PMK.96/2007. Untuk hasil belajar yang optimal, disamping membaca modul ini, Anda

disarankan membaca perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, mendiskusikan

dengan teman di lingkungan kerja dan teman sesam peserta diklat.

2. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1) Menyebutkan azas-azas pengelolaan BMN;

2) Menyebutkan tatacara pengelolaan BMN;

3) Menyebutkan persoalan-persoalan yang telah dan sedang terjadi dalam pengelolaan

BMN;

4) Menyebutkan cara untuk mengatasi persoalan dalam pengelolaan BMN;

5) Menyebutkan cara untuk melakukan efisiensi belanja Negara dan peningkatan

penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) melalui pengelolaan BMN;

3. Tujuan Instruksional Khusus

Secara spesifik, setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:

1) Menjelaskan lingkup tugas terkait pengelolaan BMN;

2) Menjelaskan prinsip-prinsip penggunaan BMN;

3) Menjelaskan maksud dan tujuan, jenis-jenis, pertimbangan, serta persyaratan dan

prosedur penetapan status, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan;

4) Memproses penetapan status, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan

dalam waktu tidak melampaui waktu sesuai ketentuan.



Kegiatan Belajar 1

Mengenal Barang Milik Negara (BMN)

1. Pengantar

Pada kegiatan belajar I ini kita akan mendiskusikan pengertian BMN, jenis BMN, nilai

kapitalisasi, pengeluaran yang kapitalisasi, penggolongan dan kodefikasi BMn. Untuk

hasil yang efektif, Anda disarankan membaca seluruh isi modul ini, mengerjakan latihan

– latihan soal yang terdapat dalam modul ini, dan mendiskusikan soal latihan serta

mendiskusikan isu yang terkait dengan materi bersama teman di lingkungan kerja dan

sesama peserta diklat.

2. Pengertian

1) Barang adalah bagian dari kekayaan Negara yang merupakan satuan tertentu yang

dapat dinilai dihitung/ diukur/ditimbang dan dinilai. Tidak termasuk barang adalah

uang dan surat berharga.

2) Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

3) Perolehan lainnya yang sah meliputi:

a. Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis;

b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;

c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang – undang; atau

d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

3. Jenis Barang Milik Negara

BMN memiliki variasi jenis yang beragam, baik dalam hal bentuk, tujuan perolehannya,

maupun masa manfaat yang diharapkan.

1) Dalam perlakuan akuntansi, PP.24 tahun 2005 membagi BMN menjadi aset lancar,

aset tak berwujud, aset lainnya, dan aset bersejarah.

a. Dikategorikan sebagai aset lancar apabila BMN tersebut diadakan dengan tujuan

segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal perolehan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai

Persediaan.

i) BMN ini dapat berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk

mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang

diadakan yang dimaksudkan untuk dijual dan / atau diserahkan dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat.

ii) Persediaan ini mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan

untuk digunakan, barang habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan

barang bebas pakai seperti komponen bekas.

iii) Persediaan dapat meliputi , barang konsumsi, amunisi, bahan untuk

pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis / berjaga-jaga,



pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi,

tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan

dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan

untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi

(misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

b. Dikategorikan sebagai aset tetap apabila BMN mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (duabelas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal

Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk

digunakan. Termasuk dalam kategori aset tetap adalah:

i) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai asset tetap ialah tanah yang diperoleh

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siap dipakai.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri ,

misalnya tanah yang digunakan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,

hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan

dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat

Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen

ii) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat

elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa

manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat besar, Alat Angkutan,

Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga,

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat

Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran,

Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat

Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/produksi.

iii) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunanmencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli

atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung

dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen,

Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

iv) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup Jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi

siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori asset ini adalah Jalan dan

Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan jaringan.

v) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke

dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan

Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional



pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam

kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak

Kesenian/Kebudaayaan/Olahraga, Hewan, Ikan dan Tanaman

vi) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses

pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan

mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan

jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau

pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum

selesai.

c. Dikategorikan sebagai aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat

diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan

dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya

termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software

komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, dan

hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

d. Dikategorikan sebagai Aset Lainnya adalah

i) Aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, berupa

tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, daan

kemitraan dengan pihak ketiga.

ii) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang tidak

memennuhi definisi asset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain.

Aset tetap diakui sebagai asset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap

tersebut adalah rusak berat, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

e. Dikategorikan Aset Bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument, tempat-

tempat purbakala seperti candi, dan karya seni. Beberapa aset tetap dijelaskan

sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca namun aset tersebut harus

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebgai ciri khas dari suatu

aset bersejarah:

i) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara

penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

ii) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat

pelepasannya untuk dijual;

iii) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu

berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

iv) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat

mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah diharapkan untuk dipertahankan dalm waktu yang tak terbatas.

Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang



berlaku. Pemerintah banyak mempunyai aset bersejarah yang diperoleh

dengan cara pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset

bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai.

2) Untuk perlakuan pengelolaan, PP.6 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

BMN/D membagi BMN menjadi 2 kelompok, yakni kelompok Tanah / Bangunan,

serta kelompok Selain Tanah / Bangunan

4. Nilai Kapitalisasi Aset Tetap

1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru

dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan

restorasi.

2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, serta alat olahraga yang sama

dengan atau lebih dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp

10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana butir 4(2) dikecualikan

terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

5. Pengeluaran yang Dikapitalisasi

1) Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian

peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan,

pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian

Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap

lainnya .

2) Pengeluaran yang dikapitalisasi dirinci sebagai berikut:

a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya

pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan.

b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos

angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.

c. Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi:

i) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui

kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan

dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

ii) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara

swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai

meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya

perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:

i) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak

berupa pengeluran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya



perizinan, dan jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran

bangunan lama.

ii) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan

tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga

kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan,

biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :

i) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak

berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa

konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas

tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

ii) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola

berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya

bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan

pengawasan, dan biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran

bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan

pembangunan.

f. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya :

i) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui

kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya

perizinan.

ii) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara

swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai

meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya

perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan, dan jasa konsultan.

3) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi

hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.

4) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam

keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh

ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan

meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

5) Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasikan

ditambah biaya mengubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.

6) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan

pematangan.

7) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan

kualitas dan / atau kapasitas.

6. Nilai Aset Tetap Bila Tidak diketahui Nilai Perolehannya

Apabila tidak diketahui harga perolehannya, maka aset tetap dinilai dengan melakukan

penaksiran.

7. Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara

Untuk tertib penatausahaan BMN digolongkan dan dikodefikasikan sebagai berikut:



MAPPING PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMN

KE PERKIRAAN BUKU BESAR ASET DALAM BPS

Penggolongan dan Kodefikasi BMN

Perkiraan Buku Besar

Aset dalam Bagan

Perkiraan Standar

Kode

Bidan

g

Nama Bidang Kode
Nama

Perkiraan

1.01

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.02

1.03

1.04

1.05

2.09

2.10

Tanah

Alat Besar

Alat Angkutan

Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Pertanian

Alat Kantor & Rumah Tangga

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Alat Kedokteran dan Kesehatan

Alat Laboratorium

Alat Persenjataan

Komputer

Alat Eksplorasi

Alat Pemboran

Alat Produksi,Pengolahan & Pemurnian

Alat Bantu Eksplorasi

Alat Keselamatan Kerja

Alat Peraga

Unit Peralatan Proses/Produksi

Bangunan Gedung

Monument

Bangunan Menara

Rambu-rambu

Tugu Titik Kontrol/Pasti

Jalan & Jembatan

Bangunan Air

Instalasi

Jaringan

Koleksi Perpustakaan/Buku

Barang Bercorak Kesenian /Kebudayaan /Olahraga

131111

131311

131511

131711

131911

Tanah

Peralatan dan

Mesin

Gedung dan

Bangunan

Jalan, Irigasi,

dan Jaringan

Aset Tetap

Lainnya



3.01

3.02

3.03

5.00

Barang Bercorak Kebudayaan

Hewan

Ikan

Tanaman

Konstruksi Dalam Pengerjaan 132111 Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

MAPPING PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMN

KE PERKIRAAN BUKU BESAR ASET DALAM BPS

Penggolongan dan Kodefikasi BMN
Perkiraan Buku Besar Aset dalam

Bagan Perkiraan Standar

Kode

Bidang
Nama Bidang Kode Nama Perkiraan

4

4.01.03.01

4.01.03.02

4.01.03.03

4.01.03.04

4.01.03.06

4.01.01.03

4.01.03.05

4.01.02.00

4.01.05

4.01.05.01

4.01.05.02

4.01.05.03

4.01.01.01

Persediaan

Alat Tulis Kantor

Kertas dan Cover

Bahan Cetak

Bahan Komputer

Alat Listrik

Bahan Peledak

Perabot Kantor

Suku Cadang

Persediaan untuk

dijual/diserahkan kepada

Masyarakat

Pita Cukai, Materai, dan Leges

Tanah dan Bangunan untuk dijual

atau diserahkan kepada

Masyarakat

Hewan dan Tanaman untuk dijual

atau diserahkan kepada

Masyarakat

Bahan Bangunan dan Konstruksi

1151

11511

115111

115112

115113

115114

11512

115121

115122

115123

11513

Persediaan

Persediaan untuk Bahan

Operasional

Barang Konsumsi

Amunisi

Bahan untuk Pemeliharaan

Suku Cadang

Persediaan untuk

dijual/diserahkan kepada

Masyarakat

Pita Cukai, Materai, dan leges

Tanah dan Bangunan untuk

dijual atau diserahkan kepada

Masyarakat

Hewan dan Tanaman untuk

dijual atau diserahkan kepada

Masyarakat

Persediaan Bahan Untuk



4.01.01.02

4.01.01.04

4.01.01.05

4.01.01.06

4.01.01.07

4.01.01.08

4.02.01.00

4.02.02.00

4.03.01.00

Bahan Kimia

Bahan Bakar dan Pelumas

Bahan Baku

Bahan Kimia Nuklir

Barang dalam Proses

Persediaan untuk Tujuan

Strategis/Berjaga-jaga

Komponen

Pipa

Komponen Bekas dan Pipa Bekas

115131

115132

11519

115191

115192

Proses Produksi

Bahan Baku

Barang dalam Proses

Persediaan Bahan Lainnya

Persediaan untuk Tujuan

Strategis/Berjaga-jaga

Persediaan Lainnya

MAPPING PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BMN

KE PERKIRAAN BUKU BESAR ASET DALAM BPS

Penggolongan dan Kodefikasi BMN
Perkiraan Buku Besar Aset dalam Bagan

Perkiraan Standar

Kode

Bidang
Nama Bidang Kode Nama Perkiraan

6.00 Aset Tak Berwujud

Untuk semua Aset Tetap yang

dihentikan dari penggunaan

aktif pemerintah atau pada saat

dinilai kondisi Aset Tetap

tersebut adalah rusak berat

sementara belum ada Surat

Keputusan Penghapusan

1531

1541

Aset Tak Berwujud

Aset Lain - Lain

8. Latihan

Kerjakan Latihan berikut ini dengan mengacu pada penjelasan dalam Kegiatan Belajar 1

dan pengetahuan yang Anda peroleh dari lingkungan kerja. Jika diperlukan, lakukan

diskusi dengan sesame peserta Pelatihan.

1) Apakah yang dimaksud dengan barang milik Negara?

2) Sebutkan jenis-jenis BMN?

3) Bagaimana ketentuan kapitalisasi aset?



4) Jika gedung dibangun dengan biaya pembelian tanah Rp. 5 milyar, biaya dalam

rangka pengadaan tanah Rp. 50 juta, biaya pematangan tanah Rp 1 milyar, biaya

pengurusan surat tanah Rp 10 juta, ijin mendirikan bangunan Rp 5 juta, biaya

perencanaan Rp 300 juta, pembangunan gedung Rp 10 milyar, biaya pengawasan Rp

150 juta, dan pengelolaan Rp 100 juta, berapa nilai kapitalisasi tanah dan gedung

tersebut?

5) Jika harga pengadaan 8 unit computer seharga Rp 40 juta, ongkos kirim dan lain-lain

Rp 2 juta, serta biaya instalasi sebesar Rp 1,6 juta, berapa nilai kapitalisasi computer

tersebut?

9. Rangkuman

Barang adalah bagian dari kekayaan Negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat

dinilai dihitung/ diukur/ditimbang dan dinilai.

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah meliputi

perolehan dari hibah/ sumbangan, dari perjanjian / kontrak, dari pelaksanaan ketentuan

undang – undang; atau Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut likuiditas, tujuan perolehannya, dan usia manfaatnya, BMN dapat dibedakan ke

dalam Aset Lancar dan Aset Tetap.

Aset Lancar atau sering disebut sebagai barang persediaan antara lain meliputi barang

konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan

strategis / berjaga-jaga (misal minyak dan beras), pita cukai dan leges, bahan baku,

barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada

masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Termasuk Aset Tetap adalah tanah, gedung dan bangunan , peralatan dan mesin, jalan,

irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya seperti koleksi perpustakaan / buku, barang

bercorak kesenian/ kebudaayaan/olahraga, hewan, ikan dan tanaman.

Menurut bentuknya, BMN dapat dibedakan ke dalam Aset Berwujud dan Aset Tak

Berwujud. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak

cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian / penelitian yang memberikan

manfaat jangka panjang. Menurut sifatnya terdapat golongan Aset Bersejarah, yakni

bangunan bersejarah, monument, tempat-tempat purbakala seperti candi, dan karya seni.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya,

lingkungan dan sejarah.

BMN dicatat sebagai aset tetap apabila pengadaan baru dengan nilai perolehan per unit di

atas Rp 300.000 untuk peralatan dan mesin serta alat olahraga.

Dikapitalisasi sebagai aset tetap setiap pengeluaran minimum sebesar Rp 10 juta untuk

gedung dan bangunan.

Nilai yang dikapitalisasi ke dalam aset tetap adalah semua biaya berkenan dengan

perencanaan, pengadaan, perolehan, pematangan, pembuatan, pengawasan, biaya kirim,

pemasangan, dan sebagainya sampai dengan aset tersebut tersebut siap dipakai.



10. Test Formatif 1

Jawablah B bila pernyataan di bawah ini benar dan S jika pernyataan di bawah ini salah.

1) Seluruh barang yang dibiayai dari dana yang dialokasikan dalam DIPA merupakan

BMN.

2) Barang hasil pengadaan dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah BMN.

3) Proyek-proyek Bantuan Pemerintah Jepang dalam rangka rehabilitasi dan rehabilitasi

Kantor Pemerintah di NAD- Nias paska gempa bumi dan tsunami adalah BMN.

4) Barang-barang sitaan di pabean berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dapat

ditetapkan statusnya sebagai BMN untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsi suatu

Departemen / Lembaga.

5) Bangunan Gedung hasil kontrak dalam rangka pemanfaatan tanah dalam bentuk

kontrak bangun guna serah merupakan BMN.

6) Aset tetap adalah seluruh BMN yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun.

7) Aset lancar adalah seluruh BMN yang mempunyai manfaat tidak lebih dari 1 tahun.

8) Rehabilitasi gardu jaga sebesar Rp. 15 juta tidak menambah nilai gedung.

9) Nilai gedung yang baru selesai dibangun oleh kontraktor dikapitalisasi sebesar nila

kontrak pembangunan.

10) Biaya instalasi jaringan computer tidak termasuk dikapitalisasi dalam nilai jaringan.

11. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian

belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci

jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan

Saudara terhadap materi.

Rumus =
୨୳୫ ୪ୟ୦୨ୟ୵ ୟୠୟ୬୷ୟ୬ୱୣ ୱ୳ୟ୧୩୳୬ୡ୧

୳୫ ୪ୟ୦ ୱୣ ୫ ୳ୟୱ୭ୟ୪
X 100%

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

70% - 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan

dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara

harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.



Kegiatan Belajar 2

Tinjauan Umum dan Konsepsi Pengelolaan BMN

1. Pengantar

Pada kegiatan belajar 2 ini akan dibahas pengertian istilah-istilah yang berkaitan dengan

pengelolaan BMN, ruang lingkup pengelolaan BMN, wewenang dan tanggung jawab

pengelolaan barang, wewenang dan tanggung jawab pengguna barang, konsepsi

pengelolaan barang, azas pengelolaan barang, dan sasaran pengelolaan barang.

2. Pengertian

1) Pengelolaan BMN adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan ,penggunaan,

pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, sampai dengan penghapusan

BMN dan tindaklanjutnya berupa pemindahtanganan yang seluruh kegiatannya

ditatausahakan serta dilakukan dengn pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2) Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan

kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik negara.

3) Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik

negara.

4) Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerj atau pejabat yang ditunjuk oleh

pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya

dengan sebaik-baiknya.

5) Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik

negara untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang

sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

6) Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang

dibiayai dengan APBN, baik yang dilaksanakan secara swakelola, maupun oleh

penyedia barang/jasa.

7) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola

dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

instansi yang bersangkutan.

8) Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara yang tidak dipergunkan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementrian/lembaga dalam bentuk sewa,

pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah

dengan tidak mengubah status kepemilikan.

9) Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara oleh pihak lain dalam jangka waktu

tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

10) Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa

menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali

kepada pengelola barang.

11) Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain

dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan

pajak dan sumber pembiayaan lainnya.



12) Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik negara berupa tanah oleh pihak

lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya,

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang

telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan /

atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

13) Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik negara berupa tanah oleh pihak

lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan

setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak tersebut

dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

14) Penghapusan adalah tindakan menghapus berupa tanah oleh pihak lain dengan cara

mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya dari daftar barang dengan

menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan

pengguna dan / atau kuasa pengguna barang dan / atau pengelola barang dari

tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

15) Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai

tindaklanjut sebgai penghapusan dengan cara dijual diertukarkan, dihibahkan, atau

disertakan sebagai modal pemerintah.

16) Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara kepada pihak lain

dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

17) Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang dilakukan

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau

antar pemerintah pusat/ pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima

penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

18) Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah

daerah, atau dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa

memperoleh penggantian.

19) Penyertaan modal pemeintah pusat adalah pengalihan kepemilikan barang milik

negara dan / atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan

menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal / saham

negara pada Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum

lainnya yang dimiliki negara.

20) Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukun inventarisasi dan

pelaporan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

21) Inventarisasi adala kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan

hasil pendataan barang milik negara.

22) Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan oleh data /

fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode / tekhnik tertentu untuk

memperoleh nilai barang milik negara.

3. Ruang Lingkup Pengelolaan

Pengelolaan BMN adalah rangkaian kegiatan meliputi:

1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

2) pengadaan;



3) penggunan;

4) pemanfaatan;

5) pengamanan dan pemeliharaan;

6) penilaian;

7) penghapusan;

8) pemindahtanganan;

9) penatausahaan; dan

10) pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

4. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelola

Untuk tercapainya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN, maka plaksanaan

pengelolaan BMN harus memenuhi azas-azas pengelolaan. Diantara azas tersebut adalah

azas fungsional, yakni bahwa Pengelola, maupun Pengguna / Kuasa Pengguna

melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai fungsi yang telah ditentukan

pada peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai PP.6 tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengelolaan BMN/D pasal 4 ayat 2 ditntukan bahwa Pengelola Barang

bertanggungjawab dan berwenang untuk:

1) merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan barang

milik negara;

2) meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik negara;

3) menetapkan status penguasaan dan penggunaan barang milik negara;

4) mengajukan usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah dan bangunan

yang memerlukan persetujuan DPR;

5) memberikan keutusan atas usul pemindahtanganan barang milik negara berupa tanah

dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR sepanjang dalam batas

kewenangan Menteri Keuangan;

6) memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik

negara berupa tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPR dalam

batas kewenangan Presiden;

7) memberikan keputusan atas usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik

negara selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya;

8) memberikan pertimbangan dan meneruskan usul pemindahtanganan barang milik

negara selain tanah dan bangunan kepada Presiden atau DPR;

9) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;

10) memberikan keputusan atas usul pemanfaatan barang milik negara selain tanah dan

bangunan;

11) melakukan koordinasi dalam plaksanaan inventarisasi barang milik negara serta

mnghimpun hasil inventarisasi;

12) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik negara;

13) Menyusun dan mempersiapkan Lporan Rekapitulasi barang milik negara kepada

Presiden sewaktu diperlukan.

5. Wewenang dan Tanggung Jawab Pengguna

Sesuai PP.6/2009 Pasal 6 ayat (2), wewenang dan tanggung jawab pengguna adalah:



1) menetapkan kuasa pengguna barang dan menunjuk pejabat yang mengurus dan

menyimpan barang milik negara;

2) mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik negara untuk

kementerian negara/ lembaga yang dipimpinnya;

3) melaksanakan pengadaan barang milik negara sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku;

4) mengajukan permohonan penetapan status tanah dan bangunan untuk penguasaan dan

penggunaan barang milik negara yang diperoleh dari beban APBN dan perolehannya

lainnya yang sah;

5) menggunakan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya untuk

kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara / lembaga;

6) mengamankan dan memelihara barang milik negara yang berada dalam

penguasaannnya;

7) mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara selain

tanah dan bangunan;

8) mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindaklanjut tukar menukar berupa tanah

dan bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi namun tidak sesuai dengan tata ruang dan wilayah atau penataan kta;

9) mengajukan usul pemindahtanganan dengan tindaklanjut penyertaan modal

pemerintah pusat atau hibah yang dari awal pengadaannya sesuai peruntukkan yang

terantum dalam dokumen penganggaran;

10) menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan

penyelenggaran tugas okok dan fungsi kemntrian negara / lembaga yang dipimpinnya

kepada pengelola barang;

11) melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik negara yang

ada dalam penguasaannya;

12) melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik negara yang berada dalam

penguasaannya;

13) menyusun dan melaporkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan

Lapoan Barang Pengguna Tahuanan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya

kepada pengelola barang.

6. Konsepsi Pengelolaan

Pada pokoknya pengelolaan BMN dilaksanakan dengan konsep bahwa:

1) Perencanaan kebutuhan berdasarkan ketersediaan dan standar kebutuhan untuk

pelayanan;

2) Pengadaan dengan cara yang memungkinkan terjadinya persaingan sehat,

mendapatkan barang bermutu baik, terjadinya harga yang wajar, tepat jumlah, dan

tepat waktu;

3) Penggunaan terbatas untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi;

4) Penilaian dilakukan untuk mendapatkan harga yang wajar;

5) Nilai wajar diperlukan untuk neraca, pemanfaatan, dan pemindahtanganan;

6) Tanah / bangunan idle diserahkan kepada Pengelola;

7) Pengelola menetapkan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Lain;



8) BMN idle dimanfaatkan untuk tujuan pengamanan dan penerimaan PNBP;

9) Terhadap BMN idle yang tidak dapat dimanfaatkan dilakukan pemindahtanganan;

10) Terhadap BMN yang tidak dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan dilakukan

pemusnahan;

11) Agar seluruh kegiatan terlaksana dengan tertib, maka semua transaksi harus

ditatausahakan dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang memadai.

7. Azas

Untuk menjamin tercapainya sasaran pengelolaan BMN maka pengelolaan harus

dilaksanakan berdasarkan azas-azasnya. Sesuai penjelasan PP.6 tahun 2006, azas-azas

tersebut adalah:

1) asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah- masalah di

bidang pengelolaan barang milik negara yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang,

pengguna barang dan pengelola barang sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab

masing-masing;

2) azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik negara harus dilaksankan

berdasarkan hokum dan peraturan perundang-undangan;

3) asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara harus

transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;

4) asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara diarahkan agar barang milik

Negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan

dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara

optimal;

5) asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

6) asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara / daerah serta penyusunan

Neraca Pemerintah.

8. Sasaran

Pengelolaan BMN sesuai dengan azas-azasnya ditujukan untuk mencapai sasaran sebagai

berikut:

1) terjaminnya pengaman asset;

2) dihindarinya pemborosan dalam pengadaan, pemeliharaan, dan pengamanan;

3) peningkatan PNBP dengan cara:

a. tanah / gedung idle diserahkan kepada Pengelola;

b. optimalisasi dengan cara pengalihan status penggunaan kepada pengguna lin;

c. pemanfaatan asset idle untuk disewakan, dipinjam pakaikan, dikerjasama

pemanfaatankan, dibangunserahgunakan, atau dibangungunaserahkan;

d. pemindahtanganan asset yang tidak ekonomis.

9. Latihan

Kerjakan Latihan berikut ini dengan mengacu pada penjelasan dalam Kegiatan Belajar 2

dan pengetahuan yang Anda peroleh dari lingkungan kerja. Jika diperlukan lakukan

diskusi dengan sesama peserta Pelatihan.



1) Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan BMN?

2) Apakah yang dimaksud dengan penggunaan BMN?

3) Sebutkan ruang lingkup pengelolaan?

4) Siapakah yang melakukan pengelolaan BMN? Apakah hanya Pengelola Barang

ataukah termasuk Pengguna Barang? Jelaskan!

5) Apakah azas-azas pengelolaan yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Pengelola

dan Pengguna / Kuasa Pengguna Barang?

6) Bagaimanakah konsepsi pengelolaan BMN?

7) Apakah saran pengelolaan?

10. Rangkuman

1) Pengelolaan BMN adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan ,penggunaan,

pemeliharaan dan pengamanan, pemanfaatan, penilaian, sampai dengan penghapusan

BMN dan tindaklanjutnya berupa pemindahtanganan yang seluruh kegiatannya

ditatausahakan serta dilakukan dengn pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

2) Pelaku pengelolaan adalah Pengelola Barang dan Pengguna / Kuasa Pengguna Barang

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan

Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara /

Daerah.

3) Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola

dan menatausahakan barang milik negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

instansi yang bersangkutan.

4) Pengelolaan BMN harus dilaksanakan dengan memenuhi azas-azasnya. Azas-azas

tersebut adalah fungsional, kepastian hokum, kepastian nilai, efisien, transparan, dan

akuntabel.

5) Dengan azas-azas tersebut, pelaksanaan pengelolaan diharapkan sesuai dengan

konsep bahwa:

a. Perencanaan berdasarkan kebutuhan nyata untuk pelaksanaan pelayanan dan

memperhitungkan ketersediaan BMN. Perencanaan dilakukan dengan

mempedomani PP.20 tahun 2004 tentang Renja Pemerintah, PP.21 tahun 2004

tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/ Lembaga (RKA K/L), PMK

tentang Tatacara Pengisian RKA K/L, PMK tentang Harga Standar Umum, PMK

tentang Bagan Perkiraan Standar;

b. Pengadaan dilakukan dengan memenuhi etikanya sehingga terjadi persaingan

sehat, mendapatkan barang bermutu baik, terjadinya harga yang wajar, tepat

jumlah, dan tepat waktu. Pengadaan harus dilaksanakan dengan mempedomani

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta ketentuan ketentuan perubahannya;

c. Penggunaan terbatas untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Penggunaan terbatas

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi;

d. Penilaian dilakukan untuk mendapatkan harga yang wajar;

e. Nilai wajar diperlukan untuk neraca, pemanfaatan, dan pemindahtanganan;

f. Tanah / bangunan idle diserahkan kepada Pengelola;



g. Pengelola menetapkan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Lain;

h. BMN idle dimanfaatkan untuk tujuan pengamanan dan penerimaan PNBP;

i. Terhadap BMN idle yang tidak dapat dimanfaatkan dilakukan pemindahtanganan;

j. Terhadap BMN yang tidak dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan dilakukan

pemusnahan;

k. Agar seluruh kegiatan terlaksana dengan tertib, maka semua transaksi harus

ditatausahakan dengan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang memadai.

6) Sasaran pengaturan pengelolaan BMN adalah:

a. dihindarinya pemborosan dalam pengadaan, pemeliharaan, dan pengamanan

dihindarinya pemborosan dalam pengadaan, pemeliharaan, dan pengamanan;

b. peningkatan PNBP:

i) tanah / Gedung idle diserahkan kepada Pengelola;

ii) optimalisasi dengan cara pengalihan status penggunaan kepada pengguna lain;

iii) pemanfaatan aset idle untuk disewakan, dipinjampakaikan,

dikerjasamapemanfaatankan, dibangunserahgunakan, atau dibangunguna -

serahkan ;

iv) pemindahtanganan aset yang tidak ekonomis.

11. Test Formatif 2

Jawablah B bila pernyataan di bawah ini benar dan S jika pernyataan di bawah ini salah.

1) Tugas pengelolaan BMN hanya dilakukan oleh Pengelola Barang.

2) Tugas Pengguna / Kuasa Pengguna Barang hanyalah menggunakan BMN.

3) Membuat rencana anggaran yang praktis adalah dengan menaikkan dari pagu

anggaran tahun lalu sebesar perkiraan tingkat inflasi tahun ini dan menambahkan

beberapa persen untuk kontigensi.

4) Yang terpenting dalam pengadaan BMN adalah dipenuhinya dokkumen – dokumen

standar

5) Karena semua BMN diadakan untuk digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementrian / Lembaga, maka tidak perlu diatur penetapan status penggunaan.

6) Penggunaan BMN pada prinsipnya terbatas untuk pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementrian / Lembaga.

7) Tanah / gedung yang idle harus diserahkan kepada Pengelola Barang.

8) Pengelola Barang dapat menetapkan alih status penggunaan barang dari satu

Kementrian / Lembaga kepada Kementrian / Lembaga lain.

9) Pengelola Barang mengupayakan dan memproses pemanfaatan gedung / tanah yang

telah diserahkan oleh Kementrian / Lembaga untuk disewakan.

10) Pengelola Barang dapat menjual tanah / gedung yang menurut penilaian sudah tidak

ekonomis lagi untuk dipertahankan.

12. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian

belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci

jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan

Saudara terhadap materi.



Rumus =
୨୳୫ ୪ୟ୦୨ୟ୵ ୟୠୟ୬୷ୟ୬ୱୣ ୱ୳ୟ୧୩୳୬ୡ୧

୳୫ ୪ୟ୦ ୱୣ ୫ ୳ୟୱ୭ୟ୪
X 100%

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

70% - 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan

dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara

harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.



Kegiatan Belajar 3

Fakta dan Kondisi Ideal Pengelolaan

1. Pengantar

Pada kegiatan belajar 3 ini kita akan mendiskusikan fakta dan persoalan yang terjadi

dalam pengelolaan BMN, kondisi ideal yang hendak dicapai dalam pengelolaan BMN,

dan factor yang kemungkinan menjadi penyebab timbulnya persoalan.

2. Fakta

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tanggal 28 mei 2004 melaporkan

hasil audit tahun 2003 atas BMN berupa tanah dan gedung pada 59 Kementrian /

Lembaga di seluruh wilayah Indonesia. Laporan tersebut mengindikasikan masih terdapat

banyak sekali persoalan mendesak yang harus diselesaikan untuk kepentingan

pengamanan asset, efisiensi pengeluaran Negara, dan meningkatkan penerimaan Negara

bukan pajak. Persoalan yang cukup menonjol dari hasil audit tersebut sebagai berikut:

1) Gedung / Kantor Milik Negara

a. Jumlah gedung / kantor pada 59 departemen / lembaga yang diaudit adalah 23.196

unit dengan luas 19.977.832. m2.

b. Dari 59 departemen / lembaga yang diaudit terdapat 8 departemen / lembaga tidak

memiliki gedung sendiri.

c. Terdapat 2.983 unit gedung seluas 779.842 m2 dari total gedung / kantor

dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah lain, BUMN, dan swasta:

i) Gedung (unit tersendiri) digunakan instansi pemerintah lain 264 unit seluas

201.451 m2 . Pemanfaatan dengan sewa hanya meliputi 2 gedung dengan luas

272 m2 . Selebihnya digunakan dengan tanpa sewa.

ii) Ruangan digunakan untuk instansi pemerintah lain pada 50 unit gedung

seluas 72.450 m2. Pemanfaatan dengan sewa hanya meliputi 3 gedung dengan

luas 5.002 m2. Selebihnya digunakan dengan tanpa sewa.

iii) Gedung (unit tersendiri) digunakan oleh BUMN / swasta meliputi 767 unit

dengan luas 319.339 m2 . Pemanfaatan dengan sewa meliputi 315 unit seluas

172.638 m2 , sedangkan 452 unit seluas 146.701 m2 tanpa sewa.

iv) Ruangan digunakan BUMN / Swasta 1.902 unit gedung/ kantor dengan luas

186.602 m2. Pemanfaatan dengan sewa meliputi 432 unit seluas 52.243 m2 ,

sedangkan 1.470 unit dengan luas 134.358 m2 tanpa sewa.

d. Gedung / kantor idle sebanyak 1.304 unit dengan luas 437.934 m2, terdiri dari

unit tersendiri sebanyak 779 unit (310.943 m2) dan bagian dari unit gedung

terdapat pada 525 unit (126.991 m2).

e. PNBP berupa sewa tahun 2003 sebesar Rp 188,50 milyar.

2) Penggunaan gedung / kantor milik Pihak Lain.

Penggunaan gedung / kantor milik Pihak Lain oleh 59 departemen / lembaga di

seluruh Indonesia sebanyak 1.041 unit dengan luas 523.944 m2, terdiri dari gedung /



kantor milik BUMN 548 unit (134.513 m2) dan milik instansi pemerintah lainnya

sebanyak 493 unit (389.431 m2).

a. Penggunaan gedung / kantor milik pihak lain tersebut dengan pola sewa sebanyak

464 unit (123.374 m2).. diantara gedung yang disewa ini terdapat 9.092 m2 yang

tidak digunakan secara optimal.

b. Penggunaan gedung / kantor milik pihak lain tersebut tanpa sewa sebanyak 577

unit (400.569 m2) dan diantaranya terdapat 23.345 m2 tidak digunakan secara

optimal.

c. Biaya sewa selama tahun 2003 sebesar Rp 56,68 miliar dan biaya pemeliharaan

sebesar Rp 10,5 miliar.

3) Tanah milik negara

a. Tanah milik negara pada pada 59 departemen / lembaga seluas 30.841.497.486 m2

terdiri dari yang digunakan sendiri 29.499.087.692 m2, digunakan pihak lain

1.096.248.906 m2, dan idle 246.156.387 m2.

b. Tanah yang digunakan pihak lina dengan sewa hanya seluas 5.177.425 m2,

selebihnya, yakni seluas 1.091.071.479 m2 digunakan tanpa sewa.

c. Tanah yang tidak bersertifikiat pada 19 Departemen / Lembaga 377 persil dengan

luas 213.207.027 m2.

d. Tanah tanpa surat sebanyak 284 persil pada 12 Departemen / Lembaga seluas

6.657.465 m2.

e. Tanah dalam sengketa terdapat pada 15 Departemen / Lembaga sebanyak 38

persil dengan luas 3.539.605 m2.

f. PNBP dari pemanfaatan tanah tahun 2003 sebesar Rp 7,67 miliar.

4) BMN selain tanah dan gedung

Berdasarkan laporan Departemen / Lembaga akhir tahun 2006, nilai BMN sebesar Rp

232 triliun terdiri dari:

a. Persediaan : Rp 1,45 T

b. Tanah : Rp 80,40T

c. Peralatan & mesin : Rp 111,06 T

d. Gedung : Rp 50,23 T

e. Jalan/irigasi/jaringan : Rp 71,25 T

f. Aset tetap lainnya : Rp 3,55 T

g. KDP : Rp 3,56 T

Relative kecilnya nilai BMN sangat mungkin adalah karena pelaporan BMN tahun

2006 masih belum lengkap dan / atau masih mencantumkan nilai aset yang terlalu

kecil. Hal inilah yang kemudian ditindaklanjuti antara lain dengan diterbitkannya

Keppres nomor 17 tahun 2007 tentang Penertiban BMN. Keppres ini mengatur agar

dilakukan inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi terhadap BMN dan diselesaikan

selambat-lambatnya 17 bulan sejak Agustus 2007 sampai dengan Desember 2008.

3. Kondisi Ideal



Di dalam ketentuan-ketentuan tidak dapat dijumpai secara eksplisit definisi kondisi ideal

BMN. Namun kiranya secara implisit terkandung maksud bahwa BMN harus dikelola

sedemikian rupa sehingga tercapai keadaan:

1) jumlah yang diperlukan tersedia secara cukup baik kuantitatif maupun kualitatif.

2) BMN diperoleh dengan harga wajar dan waktu yang tepat.

3) BMN terjamin keamanannya secara fisik, hukum, dan administratif , dengan

pembiayaan yang efisien.

4) BMN digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

departemen / lembaga.

5) Tidak terdapat BMN yang tidak digunakan / tidak dimanfaatkan.

6) Dilakukan penghapusan terhadap BMN yang secara tekhnis dan ekonomis tidak

efisien untuk dipelihara / digunakan.

7) Terhadap BMN yang tidak digunakan oleh suatu departemen / lembaga dialihkan

statusnya untuk digunakan departemen /lembaga lainnya.

8) BMN yang idle diusahakan untuk dimanfaatkan dan / atau dipindahtangankan.

9) Pemanfaatan dan pemindahtanganan dilakukan sedemikian rupa sehingga

menghasilkan PNBP dengan jumlah optimal.

Adalah menjadi tugas kita agar keadaan ideal di atas dapat tercapai.

4. Kemungkinan Faktor Penyebab

Selain persoalan – persoalan yang dilaporkan oleh BPKP dalam laporan hasil auditnya,

setiap peserta diklat kiranya pernah menjumpai hal-hal yang tidak ideal dalam

pengelolaan BMN atau bahkan pernah atau masih mengalami di instansinya sendiri.

Penyebab-penyebab dari persoalan tersebut dapatlah diinventarisir sebagai berikut:

1) kekurangan sarana prasarana pada suatu instansi selain dapat disebabkan oleh

terbatasnya alokasi dana, dapat pula disebabkan oleh perencanaan yang kurang

cermat, atau inefisiensi dalam pengadaan, tidak optimal dalam pemeliharaan dan

pengamanan.

a. Perencanaan yang kurang cermat dapat terjadi karena:

i) Tidak detail dalam menyusun rencana kerja.

ii) Tidak mengikutsertakan calon pengguna.

iii) Tidak cermat melakukan penelitian harga.

b. Inefisiensi dalam pengadaan dapat disebabkan oleh:

i) Kesalahan dalam perencanaan.

ii) Tidak dipahaminya prinsip dan etika pengadaan.

iii) Tidak dipatuhinya prinsip dan etika.

iv) Kurangnya kompetensi dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) dan

penelitian pasar.

v) Terlambatnya memulai suatu kegiatan pengadaan sehingga pengadaan

dilakukan dengan tidak dengan cermat dan pada saat yang tidak tepat. Contoh:

pembangunan gedung masih sering terlambat memulainya karena proses

penghapusan gedung lama yang hendak dibangun kembali tidak diselesaikan

secepatnya.



vi) Kultur Institusi dan masyarakat Indonesia yang masih sarat dengan praktek

kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

2) Persoalan dalam penggunaan dapat berupa penggunaan tidak sesuai tupoksi dan

terjadinya inefisiensi. Persoalan ini dapat disebabkan karena barang berlebih dan

karena kecendrungan melanggar atau kekurangpahaman terhadap penggunaan suatu

aset.

3) Terjadinya pemborosan dalam pengeluaran negara terjadi karena:

a. Pengalihan status penggunaan BMN idle dari satu Pengguna/Kuasa Pengguna

Barang kepada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang yang lain belum biasa

dilaksanakan. Yang biasa dilakukan adalah pengadaan-pengadaan baru, bukan

menggunakan yang sudah ada.

b. Terjadi mark up harga.

c. BMN digunakan tidak hanya untuk penyelenggaraan tupoksi.

d. Terdapat BMN idle tidak dimanfaatkan / dipindahtangankan sehingga membebani

keuangan negara untuk pemeliharaan dan pengamanan.

4) Tidak / belum populernya melaksanakan skema pemanfaatan atau pemindahtanganan

BMN menyebabkan PNBP dari pengelolaan BMN daerah.

Tidak / belum populernya pelaksanaan skema ini dapat disebabkan oleh:

a. Kurang termotivasinya Pengguna/Kuasa Pengguna Barang karena belum diatur

secara cukup bentuk penghargaan terhadap yang berprestasi.

b. Belum adanya batasan waktu proses penyelesaian dan biasanya prosesnya

memerlukan waktu yang lama.

5) Minimnya PNBP dari pengelolaan BMN disebabkan oleh pemanfaatan BMN tidak

sesuai ketentuan.

5. Latihan

Kerjakan Latihan berikut ini dengan mengacu pada penjelasan dalam Kegiatan Belajar 3

dan pengetahuan yang Anda peroleh dari lingkungan kerja. Jika diperlukan lakukan

diskusi dengan sesama peserta Pelatihan.

1) Sebutkan diantara persoalan yang terjadi dengan pengelolaan BMN?

2) Bagaimana idealnya keadaan pengelolaan BMN?

3) Sebutkan beberapa faktor kemungkinan penyebab terjadinya persoalan pengelolaan

BMN!

4) Sebutkan diantara penyebab terjadinya pemborosan dalam operasi dan pemeliharaan

BMN?

5) Sebutkan penyebab tidak optimalnya penerimaan negara bukan pajak dari

pengelolaan BMN!

6. Rangkuman



1) Terdapat banyaknya persoalan mendesak yang harus diselesaikan untuk kepentingan

pengamanan aset, efisiensi pengeluaran negara, dan meningkatkan penerimaan negara

bukan pajak.

2) Persoalan berkenaan dengan pengelolaan BMN antara lain berupa:

a. Sarana prasarana tidak merata antar Kementrian / Lembaga. Terdapat Kementrian

/ Lembaga sangat minim sarana prasarananya, sementara itu ada Kementrian /

Lembaga yang tidak optimal menggunakan sarana prasarananya karena jumlahnya

berlebih;

b. Terjadi inefisiensi dalam pengadaan;

c. Sementara terdapat tanah/ gedung idle, namun setiap tahun dialokasikan dana

untuk pengadaan tanah/gedung;

d. Terdapat banyak BMN berupa tanah dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa melalui

prosedur yang ditentukan;

e. Terdapat banyak BMN berupa tanah dimanfaatkan oleh Pihak Lain tanpa

kompensasi;

f. Terdapat banyak BMN berupa tanah yang tidak didukung surat , tidak

bersertifikat, bahkan berada dalam sengketa.

3) Persoalan-persoalan tersebut terjadi karena adanya persoalan berupa kurang

dipahaminya dan kurang terinternalisasikannya azas pengelolaan.

4) Untuk mengatasi persoalan tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi dan internalisasi

azas-azas pengelolaan secara lebih memadai.

5) Untuk lebih memacu dilakukannya pengelolaan yang memenuhi azas pengelolaan,

maka disamping perlunya sosialisasi dan diklat penggelolaan BMN, perlu pula

penghargaan / insentif bagi yang berprestasi dan adanya sangsi bagi pihak yang

merugikan negara.

7. Test Formatif 3

Jawablah B bila pernyataan di bawah ini benar dan S jika pernyataan di bawah ini salah.

1) BMN berupa tanah pada 59 Kementrian / Lembaga yang diaudit oleh BPKP pada

tahun 2003 yang digunakan BUMN/swasta tanpa pembayaran sewa lebih dari 3%.

2) Semua BMN berupa gedung / bangunan yang digunakan pihak lain dibayar sewanya.

3) Semua tanah / gedung milik pihak lain yang dipakai institusi pemerintah di bayar

sewa.

4) Semua BMN berupa tanah sudah disertifikasikan.

5) Berdasarkan hasil audit BMN yang dilaporkan Bpkp tahun 2004 pada 59 Departemen

/ Lembaga terdapat tanah tidak digunakan sebanyak lebih dari 1%.

6) Perencanaan pengadaan BMN telah dilakukan dengan baik.

7) Dilihat dari hasilnya selama inii, semua pengadaan BMN telah dilakukan dengan

memenuhi etika pengadaan.

8) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan ppengamanan BMN telahh dilakukan

optimal.

9) Penerimaan PNBP dari pemanfaatan BMN telah mencapai jumlah yang memadaaaai.

10) Banyaknya masalah yang terjadi dalam pengelolaan BMN adalah semata-mata karena

masih kurang memadainya ketentuan perundangan yang mengaturnya.



8. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian

belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci

jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan

Saudara terhadap materi.

Rumus =
୨୳୫ ୪ୟ୦୨ୟ୵ ୟୠୟ୬୷ୟ୬ୱୣ ୱ୳ୟ୧୩୳୬ୡ୧

୳୫ ୪ୟ୦ ୱୣ ୫ ୳ୟୱ୭ୟ୪
X 100%

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

70% - 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan

dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara

harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.



Kegiatan Belajar 4

Penggunaan BMN

1. Pengantar

Pada Kegiatan Belajar 4 ini kita akan mendiskusikan pengertian penggunaan BMN,

penggunaan BMN yang ideal, persoalan dalam penggunaan BMN, akibat penggunaan

BMN yang tidak sesuai, tujuan penetapan status penggunaan, jenis status penggunaan

barang, implikasi penetapan status penggunaan, ketentuan pokok penggunaan barang,

tatacara penetapan status penggunaan BMN, dan sangsi yang dapat diterapkan terhadap

Pengguna Barang.

2. Pengertian

1) penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola

dan menatausahakan barang barang milik negara / daerah yang sesuuuuai dengan

tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

2) Satus penggunaan adalah status penggunaan Barang Milik Negara yang ditetapkan

oleh Pengelola Barang untuk digunakaan oleh Pengguna Barang pada Kementerian

Negara / Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau untuk dioperasikan oleh

pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanaan umum sesuai tugas pokok dan

fungsi Kementerian Negara /Lembaga.

3. Penggunaan BMN Yang Ideal

Idealnya, penggunaan BMN adalah terbatas;

1) untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

2) untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

4. Persoalan Dalam Penggunaan BMN

Di dalam pelaksanaan penggunaan BMN masih terdapat masalah-masalah yang perlu

segera ditertibkan sebagai berikut:

1) Terdapat BMN yang belum ditentukan statusnya. Berdasarkan hasil audit BPK tahun

2006 terdapat lebih dari Rp 35 triliun BPYBDS (bantuan pemerintah yang belum

ditetapkan statusnya) yang terdapat pada 6 BUMN.

2) Terdapat penggunaan BMN bukan untuk penyelenggaraan tupoksi

3) Terdapat BMN tidak digunakan

5. Akibat penggunaan BMN yang tidak sesuai

Layak diduga bahwa penggunaan BMN yang tidak sesuai dengan maksud pengadaan atau

perolehannya telah menimbulkan:

1) Terjadi pemborosan dalam biaya pemeliharaan dan operasional,

2) BMN cepat rusak,

3) BMN hilang.

6. Tujuan Penetapan Status Penggunaan



Tujuan pengaturan penggunaan BMN dengan penetapan status adalah:

1) Untuk tertib & pengamanan administrasi, pengamanan hukum dan fisik. Dengan

penetapan status, maka bukti-bukti kepemilikan menjadi syarat suatu BMN dapat

ditetapkan statusnya akan diurus dan dikelola sesuai ketentuan. Dengan demikian,

keamanan BMN secara administrasi dan hukum akan dapat lebih baik terjamin.

2) Untuk secepatnya menyesuaikan Daftar Barang Milik Negara dan penyediaan dana

operasional & pemeliharaan.

7. Status Penggunaan Barang

Pada pokoknya BMN ditetapkan statusnya untuk:

1) dipakai penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya

2) dioperasikan oleh pihak lain untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Kementerian / Lembaga yang menyerahkan BMN tersebut. Contoh:

departemen Perhubungan membangun bandara udara kemudian diserahkan

operasionalnya kepada PT. Angkasa Pura.

8. Implikasi Penetapan Status Penggunaan

Dengan penetapan status tersebut pada angka 6, maka akan berakibat:

1) biaya operasional dan pemeliharaan BMN yang digunakan dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi disediakan dalam APBN

2) biaya pemeliharaan dan operasional BMN yang dioperasionalkan oleh pihak lain

ditanggung oleh operator.

9. Ketentuan Pokok Penggunaan BMN

Ketentuan pokok penggunaan BMN telah diatur pada PMK nomor 96/PMK.6/2007 pada

lampiran I sebagai berikut:

1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan BMN berupa tanah dan / atau

bangunan.

2) Pengelola Barang juga menetapkan status penggunaan BMN berupa tanah dan / atau

bangunan berupa:

a. barang – barang yang mempunyai bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil,

kapal, pesawat terbang;

b. barang – barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima

juta rupiah) atau lebih per unit / satuan.

3) Pengguna Barang menetapkan status penggunaan BMN selain tanah dan / atau

bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima

juta rupiah) atau lebih per unit / satuan.

4) Penggunaan BMN selain tanah dan / atau bangunan oleh TNI dan Polri dalam rangka

pertahanan / keamanan negara, ditetapkan sendiri status penggunaannya oleh

Pengguna Barang.

5) Pencatatan BMN diatur sebagai berikut:

a. Seluruh BMN yang berada dalam penguasaan pengguna / Kuasa pengguna dicatat

pada DBP (Daftar Barang Pengguna) dan DBKP (Daftar Barang Kuasa

Pengguna).



b. Tanah dan / atau bangunan, dan barang lainnya yang mempunyai bukti

kepemilikan serta BMN yang nilai per unitnya lebih dari Rp 25 juta dicatat pada

DBMN (Daftar BMN) pada Pengelola.

6) BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal

pemerintah pusat atau dihibahkan harus ditetapkan status penggunaannya oleh

Pengelola Barang dengan terlebih dahulu diaudit oleh pihak ketiga aparat pengawas

fungsional.

7) BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat

digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu

tanpa harus mengubah status penggunaan BMN tersebut setelah terlebih dahulu

mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.

8) Pengguna/Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN berupa tanah dan / atau

bangunan yang tidak digunakan untuk penyelnggaraan tugas pokok dan fungsinya

kepada Pengelola Barang.

9) Pengelola menetapkan BMN berupa tanah dan / atau bangunan yang harus diserahkan

oleh Pengguna Barang karena sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi Kementrian / Lembaga yang bersangkutan.

10) Dalam rangka optimalisasi BMN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengguna

Barang, Pengelola Barang dapat mengalihkan status penggunaan BMN dari suatu

Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya.

11) Dalam hal BMN berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain, usulan

penetapan status penggunaan bangunan tersebut harus disertai surat perjanjian antara

Pengguna Barang dengan pihak lain tersebut yang memuat jangka waktu dan

kewajiban para pihak.

10. Tatacara penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan / atau bangunan

Dalam PMK nomor 96/PMK.6/2007 diatur prosedur penetapan status BMN berupa tanah

/ bangunan sebagai berikut:

TATACARA PENETAPAN STATUS TANAH / BANGUNAN

NO URAIAN
KUASA

PENGGUNA
PENGGUNA PENGELOLA

1 Menyelesaikan dokumen kepemilikan

2 KPB mengajukan usul kepada PB

3
PB mengajukan usul penetapan

kepada Pengelola

4 Pengelola menetapkan

5
Pendaftaran, pencatatan, penyimpanan

dokumen



1) Untuk pengusulan status penggunaan, Pengguna atau Kuasa Pengguna Barang

terlebih dahulu harus menyelesaikan dokumen kepemilikan atas BMN berupa tanah

dan / atau bangunan berupa sertifikat tanah dan IMB (ijin mendirikan bangunan).

Agar secepatnya permohonan penetapan status penggunaan dapat diajukan kepada

Pengelola, maka seyogyanya pengurusan dokumen-dokumen tersebut tidak menunggu

BMN siap dipakai. Pengurusan IMB seyogyanya dilakukan sebelum pembangunan

gedung dimulai. Pengurusan sertifikat harus dilakukan pada kesempatan pertama agar

tidak terjadi hambatan dalam penetapan status penggunaan.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan

kepada Pengguna Barang dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya atas

tanah dan / atau bangunan yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sejak

diterimanya dokumen kepemilikan.

3) Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada

Pengelola Barang dengan disertai asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung

lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna

Barang.

4) Setelah meneliti dokumen-dokumen berkenan dengan usulan penetapan status,

Pengelola Barang menetapkan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dengan

surat keputusan.

5) Dengan diterbitkannya surat pebetapan status penggunaan, maka untuk tertib

penatausahaan dilakukanlah pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen

kepemilikan sebagai berikut:

a. Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam DBMN

dan menyimpan dokumen – dokumen berkenaan menyatu dengan salinan surat

keputusan penetapan status penggunaan;

b. Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam DBP

dan menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya

menyatu dengan asli surat keputusan penetapan status penggunaannya;

c. Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam

DBKP atas tanah dan / atau bangunan dan menyimpan fotokopi dokumen

kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan surat

keputusan penetapan status penggunaannya.

11. Tatacara penetapan status penggunaan BMN selain tanah dan / atau bangunan

Dalam PMK nomor 96/PMK.6/2007 diatur prosedur penetapan status BMN selain tanah /

bangunan sebagai berikut:



TATACARA PENETAPAN STATUS SELAIN TANAH / BANGUNAN

NO URAIAN
KUASA

PENGGUNA
PENGGUNA PENGELOLA

1 Menyelesaikan dokumen kepemilikan

2 KPB mengajukan usul kepada PB

3
PB mengajukan usul penetapan

kepada Pengelola

4 Pengelola menetapkan

5
Pendaftaran, pencatatan, penyimpanan

dokumen

1) Kuasa Pengguna Barang menyelesaikan bukti kepenilikan atau berita acara serah

terima barang (BAST) atas perolehan BMN.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan kepada

Pengguna Barang disertai fotokopi dokumen tersebut pada angka 1) dan dokumen

pendukung lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen-dokumen

tersebut.

3) Kuasa Pengguna Barang yang merupakan instansi vertikal dapat mengajukan

permintaan penetapan status penggunaan barang kepada instansi vertikal Pengelola

Barang di daerah setelah instansi vertikal tersebut menerima kuasa untuk itu dari

Pengguna Barang.

4) Pengguna Barang mengajukan usul penetapan status penggunaan BMN kepada

Pengelola Barang disertai fotokopi dokumen kepemilikan atau BAST paling lambat 1

(satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang.

5) Setelah melakukan penelitian atas usulan dan dokumen pendukung, Pengelola Barang

menetapkan status penggunaan BMN dengan menerbitkan surat keputusan dan

memutakhirkan DBMN.

6) Untuk tertib penatausahaan, dengan diterimanya surat keputusan penetapan status,

maka Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam DBP

dan menyimpan asli dokumen kepemilikan menyatu dengan asli surat keputusan

status penggunaan.

7) Dengan diterimanya salinan surat keputusan status penggunaan, Kuasa Pengguna

Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam DBKP dan

menyimpan asli dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan surat keputusan status

penggunaan.

12. Tatacara penetapan status penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain

Pada PMK nomor 96/PMK.6/2007 diatur prosedur penetapan status penggunaan BMN

yang dioperasikan oleh pihak lain sebagai berikut:



PENETAPAN STATUS BMN YANG DIOPERASIKAN OLEH PIHAK LAIN

NO URAIAN OPERATOR PENGGUNA PENGELOLA

1 Menyelesaikan dokumen kepemilikan

2
PB mengajukan usul penetapan

kepada Pengelola

3 Pengelola menetapkan

4
Pengguna menerbitkan surat

penunjukkan operasional

5 Serah terima BMN kepada Operator

6 Pengguna melapor kepada Pengelola

7
Pendaftaran, pencatatan, penyimpanan

dokumen

1) Pengguna / Kuasa Pengguna Barang menyelesaikan dokumen kepemilikan atas

perolehan BMN.

2) Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan BMN kepada

Pengelola Barang disertai penjelasan dan pertimbangan, dengan melampirkan

dokumen asli kepemilikan / berita acara serah terima.

3) Setelah menerima usulan secara lengkap dari Pengguna Barang, Pengelola Barang

menetapkan status penggunaan BMN yang akan dioperasikan oleh pihak lain dengan

surat keputusan.

4) Berdasar surat keputusan Pengelola tentang penetapan status penggunaan BMN,

Pengguna Barang menindaklanjuti dengan membuat surat keputusan penunjukkan

pengoperasian dan berita acara serah terima pengoperasian BMN.

5) Dengan penerbitan surat keputusan Pengelola Barang melakukan pendafataran dan

pencatatan BMN ke dalam DBMN dan menyimpan asli dokumen kepemilikan dan

dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan surat keputusan penetapan

status penggunaannya.

6) Dengan diterimanya surat keputusan penetapan status, Pengguna Barang melakukan

pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam DBP dan menyimpanasli / fotokopi

dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli surat

keputusan penetapan status penggunaannya.

7) Pengalihoperasian kepada operator lain harus terlebih dahulu dilaporkan kepada

Pengelola Barang.

8) BMN yang sudah dioperasikan oleh pihak lain kemudian akan digunakan kembali

oleh Pengguna Barang, untuk pelaksanaannya harus dimintakan persetujuan lagi

kepada Pengelola Barang.



13. Tatacara penetapan BMN berupa tanah dan / atau bangunan idle

Pada PMK nomor 96/PMK.6/2007 diatur prosedur penetapan BMN yang dioperasikan

berupa tanah dan / atau bangunan idle sebagai berikut:

TATACARA PENETAPAN STATUS TANAH / BANGUNAN IDLE

NO URAIAN PENGGUNA PENGELOLA

1 Pengguna menyampaikan laporan kepada Pengelola

2 Pengelola meneliti laporan

3 Pengelola menetapkan dengan surat keputusan

4
Pengguna Barang menerbitkan surat keputusan

penghapusan

5 Pengguna membukukan penghapusan

6 Pengguna menyerahkan BMN kepada Pengelola

7

Pengelola menindaklanjuti dengan penetapan status

untuk Pengguna lain, pemanfaatan atau

pemindahtanganan

8 Pengelola menyesuaikan catatan pembukuan

1) Atas BMN berupa tanah/bangunan yang idle Pengguna / Kuasa Pengguna Barang

menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang. Laporan tersebut disertai

penjeleasan mengenai lokasi dan kondisi tanah dan / atau bangunan.

2) Atas dasar laporan Pengguna Barang, Pengelola Barang melakukan penelitian. Jika

pada BMN terdapat permasalahan, amak permasalahan tersebut harus diselesaikan

terlebih dahulu oleh Pengguna Barang bersama Pengelola Barang sesuai batas

kewenangannya.

3) Jika menurut penelitiannya ternyata BMN tidak bermasalah, maka Pengelola Barang

menetapkan keputusan mengenai penyerahan BMN dari Pengguna kepada Pengelola.

Pengelola Barang dapat menetapkan BMN yang harus diserahkan oleh Pengguna /

Kuasa Pengguna Barang karena idle berdasarkanhasil inventarisasi, hasil audit, dan

Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna

Tahunan (LBPT).

4) Berdasarkan surat penetapan dari Pengelola Barang dan setelah dilakukan

penghapusan dari daftar barang pengguna dan / atau daftar barang kuasa pengguna,

Pengguna Barang menyerahkan BMN kepada Pengelola Barang disertai fotokopi

dokumen kepemilikan , asli surat keputusan penetapan status penggunaan, selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan penghapusan.



5) Berdasarkan BAST, Pengelola Barang menyesuaikan catatan pada daftar BMN.

14. Tatacara Pengalihan / Perubahan Status Penggunaan BMN antar Pengguna Barang

Sesuai ketentuan pada PMK nomor 96/PMK.6/2007 prosedur pengalihan status

penggunaan BMN dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

TATACARA PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN ANTAR PENGGUNA

NO URAIAN

KUASA

PENGGU

NA

PENGGU

NA LAMA

PENGGU

NA BARU

PENGEL

OLA

1
Kuasa Pengguna mengajukan usul

kepada Pengguna

2 Pengguna meneliti

3
Pengguna mengajukan usul kepada

Pengelola

4 Pengelola melakukan penelitian

5

Pengelola menerbitkan surat persetujuan

pengalihan status disampaikan kepada

Pengguna Lama dan Pengguna Baru

6
Pengguna Lama menerbitkan surat

keputusan penghapusan

7
Pengguna Lama membukukan

penghapusan pada DBP

8

Pengelola menerbitkan surat kepurusan

penetapan status penggunaan kepada

Pengguna Baru

9
Pengguna Lama melakukan serah terima

BMN kepada Pengguna Baru

10
Pengguna Baru membukukan BMN pada

DBP

11
Pengelola menyesuaikan catatan pada

DBMN

1) Skema ini dilaksanakan karena terdapat Pengguna / Kuasa Pengguna Barang yang

menguasai BMN namun penggunaannya tidak optimal disebabkan misalnya karena

berlebih, sementara itu terdapat Pengguna / Kuasa Pengguna yang se wilayah kerja



yang memerlukan BMN untuk penyelenggaraan tugas pokok fungsi. Atas dasar hal

ini, para pihak dapat melakukan kesepakatan awal untuk pengalihan status.

2) Kuasa Pengguna lama mengajukan usulan pengalihan/ perubahan status penggunaan

kepada Pengguna Barang, disertai dengan dokumen, penjelasan, dan

pertimbangannya.

3) Bila atas dasar penelitiannya, usul pengalihan tersebut telah memenuhi syarat dan

sesuai kebutuhan Kementrian / Lembaga, maka Pengguna Barang meneruskan usulan

tersebut kepada Pengelola Barang dengan disertai penjelasan dan pertimbangan,

penetapan status epnggunaan, serta surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan

BMN dari calon Pengguna Barang baru.

4) Bila berdasarkan penelitian usulan tersebut telah memenuhi syarat untuk alih status,

maka Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pengalihan/ perubahan status

penggunaan. Surat tersebut disampaikan kepada Pengguna Barang lama dan

tembusannya disampaikan kepada Pengguna Barang baru. Surat persetujuan tersebut

sekurang-kurangnya memuat:

a. Kewajiban Pengguna Barang yang lama untuk menghapus barang tersebut dari

DBP dengan surat keputusan Pengguna Barang.

b. Bahwa pengalihgunaan BMN tersebut harus dituangkan dalam berita acara serah

terima antara Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru.

5) Atas dasar persetujuan pengalihan status, Pengguna Barang menerbitkan surat

keputusan penghapusan dan menyerah terimakan BMN kepada Pengguna baru

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

6) Berdasarkan tembusan surat keputusan penghapusan dari Pengguna lama, Pengelola

Barang menerbitkan surat keputusan penetapan status penggunaan kepada Pengguna

Barang yang baru.

7) Atas dasar surat keputusan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang,

Pengguna Barang yang baru mencatat ke dalam DBP atas penyerahan barang tersebut

untuk dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

8) Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola barang menyesuaikan catatan

dalam DBMN.

15. Sangsi terhadap Pengguna Barang yang tidak menyerahkan tanah / bangunan idle atau

menggunakan tidak sesuai tugas pokok fungsi

Pada PP.6 tahun 2006 diatur sangsi sebagai berikut:

1) Terhadap tanah / bangunan yang idle dilakukan pembekuan dana pemeliharaan (pasal

18 ayat1).

2) Tanah dan / atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas dicabut penetapan

status penggunaanya (pasal 18 ayat 3).

16. Latihan

Kerjakan Latihan berikut ini dengan mengacu pada penjelasan dalam Kegiatan Belajar 3

dan pengetahuan yang Anda peroleh dari lingkungan kerja. Jika diperlukan lakukan

diskusi dengan sesama peserta Pelatihan.

1) Apakah BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya tidak boleh digunakan



untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi?

2) Apa tujuan penetapan status penggunaan?

3) Apa yang harus diselesaikan oleh Kuasa Pengguna Barang setelah BMN diterima dari

penyedia barang?

4) Bagaimana jika pengguna barang A membutuhkan BMN berupa tanah dan

mengetahui bahwa pengguna barang B menguasai tanah yang berlebih?

5) Apa sangsi terhadap Pengguna Barang yang tidak menyerahkan tanah dan / bangunan

yang idle?

17. Rangkuman

1) penggunaan BMN terbatas untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi atau

menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

2) Di dalam praktek masih terdapat banyak penyimpangan penggunaan BMN yakni:

a. BMN digunakan bukan untuk penyelenggaraan tugas fungsi;

b. BMN dibiarkan tidak digunakan;

c. BMN digunakan pihak lain secara tidak sah;

d. BMN berupa tanah dan / atau bangunan idle tidak diserahkan kepada Pengelola

Barang.

3) Tujuan penetapan status penggunaan adalah untuk terib administrasi dan tertib

pengelolaan. Dengan dilaksanakannya prosedur penetapan status, maka:

a. Pengguna / Kuasa Pengguna Barang menyelesaikan dokumen kepemilikan atas

BMN dan akan menatausahakannya.

b. Daftar Barang Pengguna / Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMN selalu

diupdate sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan

kebijaksanaan pengelolaan.

4) Menurut subyeknya, penetapan status penggunaan dibedakan menjadi:

a. Penetapan status oleh Pengguna yakni meliputi BMN selain tanah / bangunan dan

selain BMN yang mempunyai bukti kepemilikan serta nilai per unitnya tidak lebih

dari Rp 25 juta.

b. Penetapan status penggunaan oleh Pengelola yakni meliputi seluruh BMN tersebut

pada huruf a, kecuali:

i) BMN berupa alat utama sistem persenjataan pada TNI dan POLRI.

ii) BMN yang sejak awal perencanaannya akan dihibahkan atau untuk penyertaan

modal pemerintah.

5) Prosedur penetapan status yang nanti akan banyak dilaksanakan antara lain adalah:

a. Penetapan status tanah / bangunan untuk penyelenggaraan tugas fungsi;

b. Penetapan status selain tanah / bangunan untuk penyelenggaraan tugas fungsi;

c. Penetapan status BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;

d. Penetapan status tanah / bangunan yang dari awal perencanaannya akan

diserahkan kepada Pengguna Barang lain;

e. Penetapan status tanah / bangunan yang dari awal perencanaannya akan

dihibahkan;

f. Penetapan status tanah / bangunan idle;

g. Penetapan status penggunaan BMN untuk pengalihan status penggunaan antar



Pengguna Barang

18. Test Formatif 4

Jawablah B bila pernyataan di bawah ini benar dan S jika pernyataan di bawah ini salah.

1) Sebelum ditetapkan status penggunaannya, BMN boleh digunakan untuk

penyelenggaraan tugas fungsi.

2) Penetapan status penggunaan dimaksudkan agar tercapai tertib administrasi dan tertib

pengelolaan.

3) Semua BMN harus ditetapkan status penggunaannya.

4) Tidak semua BMN harus ditetapkan statusnya oleh Pengelola Barang.

5) Setelah barang diterima, Kuasa Pengguna Barang harus mengurus dokumen

kepemilikan.

6) Tidak ada batas waktu penyelesaian dokumen kepemilikan.

7) Tidak ada batas waktu pengusulan penetapan status.

8) Tidak boleh dilakukan penyerahan BMN kepada calon penerima hibah sebelum

diterimanya surat ketetapan hibah dari Pengelola.

9) Tidak boleh dilakukan penyerahan BMN kepada BUMN sebelum diterbitkannya

Peraturan Pemerintah Penyertaan Modal Pemerintah.

10) Sangsi menelantarkan BMN berupa tanah / bangunan hanya terbatas pada dicabutnya

status penetapan penggunaan.

19. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian

belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci

jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan

Saudara terhadap materi.

Rumus =
୨୳୫ ୪ୟ୦୨ୟ୵ ୟୠୟ୬୷ୟ୬ୱୣ ୱ୳ୟ୧୩୳୬ୡ୧

୳୫ ୪ୟ୦ ୱୣ ୫ ୳ୟୱ୭ୟ୪
X 100%

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

70% - 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan

dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara

harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.



Kegiatan Belajar 5

Sewa

1. Kata Pengantar

Pada Kegiatan Belajar 5 ini kita akan mendiskusikan pengertian pemanfaatan, pengertian

sewa, alasan menyewakan BMN, BMN yang dapat disewakan, pihak yang dapat

menyewakan BMN, mitra sewa, ketentuan pokok dalam penyewaan, dan prosedur

penyewaan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan sewa BMN adalah

1) Pasal 49 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

2) Pasal 21 dan 22 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengelolaan BMN/D.

3) Bab IV pasal 5 sampai dengan 7 dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan

no.96/PMK.6/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan , Pemanfaatan,

Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.

3. Pengertian

1) Pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN yang tidak dipergunakan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kementrian / Lembaga dalam bentuk sewa, pinjam

pakai, kerjasama pemanfaatan, bangunserahguna, bangun guna serah dengan tidak

mengubah status kepemilikan;

2) Sewa BMN adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu

dan menerima imbalan uang tunai.

4. Alasan menyewakan barang milik negara

1) Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum / tidak dipergunakan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintah.

2) Menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementrian / lembaga. BMN yang

dibangun / diperoleh kementrian / lembaga yang disewakan kepada pihak lain dengan

perjanjian agar tetap digunakan untuk menghasilkan barang / jasa sesuai maksud

pengadaannya dapat diharpkan berfungsi lebih optimal dan menunjang pelaksanaan

tugas fungsi kementrian / lembaga yang bersangkutan.

3) Untuk efisiensi biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta meningkatkan

penerimaan negara. BMN yang idle tetap memerlukan pemeliharaan dan bahkan

berpotensi untuk menjadi tidak aman. Dengan diseakan, maka biaya pemeliharaan dan

pengamanan ditanggung oleh penyewa dan ngara mendapatkan PNBP.

1. Jenis BMN yang dapat disewakan

Semua jenis BMN kecuali yang bersifat khusus dan menjadi rahasia negara dapat

disewakan.



2. Pihak yang dapat menyewakan BMN.

Yang dapat menyewakan BMN adalah Pengelola dan Pengguna Barang.

1) Pengelola Barang dapat menyewakan tanah dan atau bangunan yang berada pada

Pengelola Barang.

2) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang dapat menyewakan:

a. Sebagian tanah dan / atau bangunan yang status penggunaannya ada pada

Pengguna Barang;

b. BMN selain tanah dan atau bangunan.

3. Pihak yang dapat menyewa BMN.

Semua pihak, baik Badan Hukum maupun perorangan dapat menyewa BMN

4. Ketentuan dalam penyewaan BMN

1) Yang disewakan adalah BMN idle.

2) Jangka waktu penyewaan maksimum 5 (lima) dan dapat diperpanjang. Perpanjangan

waktu penyewaan oleh Pengelola Barang dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi

oleh Pengelola Barang. Penyewaan oleh Pengguna Barang, perpanjangan wkatu

penyewaannya dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan distujui oleh

Pengelola Barang.

3) Penghitungan nilai BMN

a. Perhitungan nilai tanah dan / atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan

oleh Pengelola Barang. Penetapan Tim untuk penghitungan nilai tanah dan / atau

bangunan dapat melibatkan penilai independen.

b. Perhitungan nilai selain tanah dan / atau bangunan dilakukan oleh Tim yang

ditetapkan Pengguna Barang. Pengguna Barang dapat melibatkan penilai

independen.

4) Penetapan besaran sewa

Sewa minimum sesuai formula tarif sewa yang diatur di dalam Peraturan Menteri

Keuangan.

5) Sewa tanah dan / bangunan yang berada Pengelola Barang ditetapkan oleh Pengelola

Barang berdasarkan hasil perhitungan Tim.

6) Sewa atas sebagian tanah dan / bangunan yang berada Pengguna Barang dan BMN

selain tanah dan / bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang sesuai dengan

perhitungan Tim.

7) Sewa – menyewa ditungkan dalam perjanjian.

8) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan sekaligus atau dibayarkan secara bertahap

setiap awal tahun.

9) Penyewa atas persetujuan Pengelola Barang diperkenankan mengubah bentuk BMN

atau menambah, dengan ketentan bagian-bagian yang ditambahkan pada bangunan

tersebut merupakan BMN.

10) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian, termasuk biaya Tim atau penilai

independen dibebankan pada APBN.



11) Rumah negara golongan I dan II yang disewakan kepada pejabat negara / pegawai

negeri, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang mengatur rumah negara.

5. Prosedur sewa tanah dan atau bangunan oleh Pengelola Barang

Pada PMK nomor 96/PMK.6/2007 telah diatur prosedur sewa tanah dan / atau bangunan

sebagai berikut:

PROSEDUR SEWA TANAH DAN ATAU BANGUNAN OLEH PENGELOLA BARANG

NO URAIAN PIHAK III PENGELOLA
TIM

PENILAI

1 Permintaan Pihak II

2 Penelitian Pengelola

3 Penetapan BMN u/ disewakan

4 Pembentukan Tim Penilai

5 Penilaian BMN oleh Tim

6 Perhitungan sewa

7 Laporan Tim

8 Penetapan SK pelaksanaan sewa

9 Kontrak

1) Adanya permintaan dari calon penyewa.

2) Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan penyewaan BMN

yang ada dalam pengelolaannya yang didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang

untuk melakukan penyewaan tanah dan atau bangunan dimaksud.

3) Pengelola Barang menetapkan tanah dan atau bangunan yang akan disewakan

berdasarkan hasil penelitian kelayakan tersebut.

4) Pengelola Barang membentuk Tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, yang

akan melakukan penelitian dalam rangka penyewaan dimaksud terhadap tanah dan

atau bangunan yang akan disewakan serta yang menyiapkan hal-hal yang bersifat

teknis, termasuk perhitungan besaran tarif sewa.

5) Dalam pembentukan Tim di atas, Pengelola Barang dapat mengikutsertakan unsur

instansi / lembaga teknis yang kompeten.

6) Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang.

7) Pengelola Barang memutuskan disetujui atau ditolaknya permintaan sewa BMN

dengan mempertimbangkan laporan Tim.



8) Dalam hal Pengelola Barang memutuskan ditolaknya permintaan sewa BMN,

Pengelola Barang memberitahukan penolakan dimaksud kepada pihak yang

mengajukan permintaan untuk menyewa BMN, disertai alasan penolakannya.

9) Dalam hal Pengelola Barang memutuskan disetujuinya permintaan sewa BMN,

Pengelola Barang menetapkan surat keputusan penyewaan tanah dan atau bangunan,

yang antara lain memuat nilai tanah dan atau bangunan, besaran sewa atas tanah dan

atau bangunan, pihak penyewa dan jangka waktu sewa.

10) Penyewaan tanah dan atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa

yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan pihak penyewa.

11) Penyewa menyetorkan uang sewa ke rekening kas negra sesuai dengan tatacara

pembayaran yang tercantum dalam kontrak.

12) Pengelola Barang menatausahakan pelaksanaan sewa tanah dan atau bangunan.

13) Setelah berakhirnya masa sewa, penyewa menyerahkan tanah dan atau bangunan yang

disewa kepada Pengelola Barang, yang penyerahannya dituangkan dalam berita acara

serah terima.

14) Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka

permintaan tersebut harus disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 6

(enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

15) Pengelola Barang melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyewaan

BMN.

6. Penyewaan sebagian tanah dan atau bangunan oleh Pengguna Barang

Pada PMK nomor 96/PMK.6/2007 telah diatur prosedur sewa tanah dan / atau bangunan

sebagai berikut

PROSEDUR SEWA SELAIN TANAH DAN ATAU BANGUNAN OLEH PENGGUNA

NO URAIAN PENYEWA PENGGUNA PENGELOLA
TIM

PENILAI

TIM

ANTARDEP

1 Permohonan

2 Pengguna meneliti

3
Pengguna mengajukan

usul ke Pengelola

4 Pengelola mengkaji

5
Pengelola membentuk

tim penilai

6
Tim meneliti dan

menghitung

7 Tim Penilai melapor



8 Pengelola menimbang

9
Pengelola menerbitkan

surat persetujuan

10
Pengguna membentuk

Tim antardep

11

Tim menghitung sewa

dan mengkonsep

kontrak

12 Kontrak

13 Penyewa setor sewa

1) Pengguna Barang melakukan penelitian mengenai kelayakan kemungkinan

penyewaan tanah dan atau bangunan berdasarkan permintaan pihak lain yang akan

menyewa sebagian tanah dan atau bangunan dimaksud.

2) Pengguna Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan penyewaan BMN

yang ada dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan Pengguna Barang

untuk melakukan penyewaan sebagian tanah dan atau bangunan dimaksud.

3) Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan

sebagian tanah dan atau bangunan berdasarkan hasil penelitian tersebut dalam huruf c,

dengan disertai pertimbangan penyewaan, bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas, dan

nilai perolehan dan / atau NJOP tanah / bangunan, calon penyewa, dan jangka waktu

penyewaan.

4) Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan untuk menyewakan BMN dari

pengguna barang tersebut, terutama menyangkut kelayakan rencana penyewaan tanah

dan atau bangunan dimaksud.

5) Pengelola Barang membentuk tim, yang akan melakukan penelitian atas tanah dan

atau bangunan yang akan disewakan, serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis

dalam rangka penyewaan dimaksud.

6) Dalam pembentukan tim diatas, Pengelola Barang dapat mengikutsertakan unsur

instansi / lembaga teknis yang kompeten.

7) Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang.

8) Pengelola Barang memutuskan disetujui atau ditolaknya usulan untuk menyewakan

BMN dengan mempertimbangkan laporan Tim.

9) Dalam hal Pengelola Barang memutuskan ditolaknya usulan untuk menyewakan

BMN, Pengelola Barang memberitahukan penolakan dimaksud kepada Pengelola

Barang, disertai alasan penolakannya.

10) Dalam hal Pengelola Barang memutuskan disetujuinya usulan untuk menyewakan

BMN, Pengelola Barang menerbitkan persetujuan penyewaan atas sebagian tanah dan



atau bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat BMN yang disewakan, nilai tanah

dan atau bangunan, dan jangka waktu penyewaan.

11) Berdasarkan persetujuan penyewaan tersebut, Pengguna Barang membentuk Tim

antardep yang anggotanya terdiri atas Pengelola Barang, Pengguna Barang dan

instansi teknis yang kompeten.

12) Tim antardep bertugas untuk melakukan perhitungan besaran tarif sewa, cara

pembayaran uang sewa, dan menyusun draft perjanjian penyewaan dimaksud, serta

melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Pengguna Barang.

13) Pengguna Barang menetapkan besaran tarif sewa dan melaksanakan penyewaan BMN

sebagian tanah dan atau bangunan berdasarkan perhitungan Tim antardep.

14) Penyewa menyetorkan seluruh uang sewa atau uang sewa tahun pertama dalam hal

pembayaran sewa dilakukan secara bertahap ke rekening kas umum negara selambat-

lambatnya pada saat surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani.

15) Dalam hal pembayaran sewa dilakukan secara bertahap, Pengguna Barang wajib

menyampaikan bukti setor pembayaran sewa kepada Pengelola Barang sesuai dengan

jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa.

16) Penyewaan tanah dan atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa

yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan pihak penyewa.

17) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa sebagian tanah dan atau

bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa

menyewa.

18) Pengelola Barang dan Pengguna Barang menatausahakan pelaksanaan sewa sebagian

tanah dan atau bangunan.

19) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan penyewaan BMN.

20) Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka

permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola

Barang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

7. Penyewaan BMN selain tanah dan atau bangunan oleh Pengguna Barang

Pada PMK nomor 96/PMK.6/2007 telah diatur prosedur sewa tanah dan / atau bangunan

sebagai berikut:

PROSEDUR SEWA SELAIN TANAH DAN ATAU BANGUNAN OLEH PENGGUNA

NO URAIAN PENYEWA PENGGUNA PENGELOLA
TIM

PENILAI

1 Permohonan

2 Pengguna meneliti

3
Pengguna mengajukan usul ke

Pengelola

4 Pengelola mengkaji



5
Pengelola menerbitkan surat

persetujuan

6
Pengguna membentuk Tim

antardep

7
Tim Penilai meneliti,

menghitung, menyusun draft

8 Tim lapor kepada Pengguna

9 Kontrak

10 Penyewa setor sewa

11 Pengelola memonitoring

1) Pengguna Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan penyewaan BMN

yang ada dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan Pengguna Barang

untuk melakukan penyewaan BMN selain tanah dan atau bangunan dimaksud.

2) Pengguna Barang melakukan penelitian mengenai kelayakan kemungkinan

penyewaan BMN selain tanah dan atau bangunan berdasarkan permintaan pihak lain

yang akan menyewa sebagian tanah dan atau bangunan dimaksud.

3) Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan

BMN selain tanah dan atau bangunan berdasarkan hasil penelitiannya disertai dengan

hasil penelitian mengenai kelayakan kemungkinan penyewaan BMN sebagian tanah

dan atau bangunan dimaksud termasuk pertimbangan mengenai calon penyewa dan

jangka waktu penyewaan.

4) Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan untuk menyewakan BMN tersebut

sebagai dasar pertimbangan persetujuan atau penolakan atas usulan untuk

menyewakan BMN selain tanah dan atau bangunan yang diajukan oleh Pengguna

Barang.

5) Dalam hal Pengelola Barang memutuskan ditolaknya usulan untuk menyewakan

BMN selain tanah dan atau bangunan dimaksud, Pengelola Barang memberitahukan

penolakan dimaksud kepada Pengguna Barang, disertai alasan penolakannya.

6) Dalam hal Pengelola Barang memutuskan disetujuinya usulan untuk menyewakan

BMN selain tanah dan atau bangunan dimaksud, Pengelola Barang menerbitkan

persetujuan, yang sekurang-kurangnya memuat BMN yang disewakan, penyewa

BMN, jangka waktu sewa, kewajiban Pengguna Barang membentuk Tim dalam

rangka penghitungan nilai BMN dan penghitungan besaran sewa.

7) Berdasarkan persetujuan penyewaa, Pengguna Barang membentuk Tim yang terdiri

dari Pengguna Barang, Pengelola Barang, dan instansi teknis yang kompeten.



8) Tim bertugas untuk melakukan perhitungan besaran tarif sewa, cara pembayaran uang

sewa, dan menyusun draft perjanjian penyewaan dimaksud, serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas Tim kepada Pengguna Barang.

9) Berdasarkan laporan tim, Pengguna Barang menetapkan nilai BMN yang akan

disewakan dan besaran sewa BMN dimaksud.

10) Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa atau uang sewa tahun pertama dalam

hal pembayaran sewa dilakukan secara bertahap ke rekening kas umum negara

selambat-lambatnya pada saat surat perjanjian ditandatangani.

11) Dalam hal pembayaran sewa dilakukan secara bertahap, Pengguna Barang wajib

menyampaikan bukti setor pembayaran sewa kepada Pengelola Barang sesuai dengan

jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa.

12) Penyewaan BMN selain tanah dan atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa

menyewa yang ditandatangani oleh Pengguna Barang dan pihak penyewa.

13) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa BMN selain tanah dan

atau bangunan tersebut kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan

perjanjian sewa menyewa.

14) Pengguna Barang menatausahakan pelaksanaan penyewaan BMN selain tanah dan

atau bangunan.

15) Pengguna Barang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyewaan BMN

selain tanah dan atau bangunan.

16) Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka

permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola

Barang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

8. Kesimpulan dan Saran

1) Pengaturan tentang sewa telah mencakup pengertian, subyek, obyek, ketentuan

pokok, prosedur, dan keharusan penegasan hak dan kewajiban dalam kontrak

sehingga diharapkan telah dapat memberikan pedoman yang jelas bagi para pihak

untuk mengusulkan ataupun memproses sewa BMN. Dengan pengaturan ini

diharapkan ke depan skema sewa dapat diproses secara cepat akrena Departemen

Keuangan telah membakukan semua prosedur kerja disertai dengan batasan

waktunya.

2) Hal yang perlu mendapatkan perhatian dari peraturan sewa adalah masih belum

ditinggalkannya paradigma lama berupa pengelolaan pasif dan kurang terbuka.

Paradigma ini masih cukup menonjol yakni bahwa proses sewa bersifat menunggu,

jika ada permintaan dari Pihak Lain kepada Pengelola maupun kepada Pengguna,

sewa baru diproses. Jika tidak ada permintaan, tidak diproses.

3) Hal tersebut di atas dapat menimbulkan permasalahan berupa tidak

signifikannyakuantitas BMN yang disewakan dibanding dengan potensi BMN yang

dapat disewakan. Hal ini cukup beralasan dengan kenyataan sebagai berikut:

a. Belum ada data lengkap tentang BMN idle.

b. Masih ada indikasi Pengguna cenderung tidak melaporkan dan tidak menyerahkan

BMN idle.

c. Belum ada penayangan data BMN idle dan rincian untuk pemanfaatannya.



d. Belum semua BMN berupa tanah / bangunan dapat diketahui oleh calon penyewa

karena tidak ada papan pemberitahuannya.

4) Untuk optimalisasi pemanfaatan BMN, amka perlu dilakukan:

a. Inventarisasi seluruh BMN yang hasilnya antara lain harus mencakup BMN yang

belum / tidak secara optimal digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya.

b. Analisa kebutuhan Pengelola / Pengguna terhadap BMN yang mencakup

setidaknya untuk 5 taun ke depan, sehingga dapat diketahui potensi penyewaan

BMN.

c. Menetapkan BMN yang akan disewakan.

d. Pemasangan papan pengumuman pada tanah / gedung yang tidak digunakan

bahwa tanah /gedung tersebut adalah milik pemerintah.

e. Mengumumkan secara terbuka rencana pemerintah menyewakan BMN.

f. Untuk lebih memotivasi pelaksanaan sewa, maka perlu diatur pemberian insentif

atas pelaksanaan sewa.

g. DJKN sangat berpotensi untuk dapat mensukseskan peningkatan PNBP melalui

sewa karena memiliki SDM dengan kompetensi penilaian aset serta lelang yang

jumlahnya cukup dan tersebar.

9. Latihan

Kerjakan Latihan berikut ini dengan mengacu pada penjelasan dalam Kegiatan Belajar 3

dan pengetahuan yang Anda peroleh dari lingkungan kerja. Jika diperlukan lakukan

diskusi dengan sesama peserta Pelatihan.

1) Apa alasan penyewaan BMN?

2) BMN berupa apa sajakah yang dapat disewakan?

3) Berapa lama jangka waktu sewa?

4) Siapakh subyek penyewaan?

5) Siapakah pihak yang dapat menyewakan BMN?

6) Berapakah minimum besaran sewa?

7) Dalam hal penyewaan BMN selain tanah/bangunan, kapankah Tim dibuat? Siapakah

unsur Tim tersebut?

8) Apakah tugas tersebut nomor 7)?

9) Jika sewa akan diperpanjang, kapan usulan perpanjangan sewa harus diajukan?

10) Bagaimanakah pembayaran sewa dilakukan?

10. Rangkuman

1) Tujuan kegiatan sewa adalah:

a. Mengoptimalkan pemanfaatan BMN.

b. Menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementrian / lembaga.

Contoh: penyewaan sebagian ruangan untuk kantin, koperasi, serta bank untuk

fasilitas bagi para pegawai.

c. Meningkatkan penerimaan negara.

d. Mengamankan BMN. Dengan disewakan maka BMN dijaga dan dipelihara oleh

penyewa.



2) Pada prinsipnya semua jenis BMN dapat disewakan kecuali BMN yang bersifat

khusus dan rahasia.

3) BMN berupa tanah/bangunan sebagai satu kesatuan unit disewakan oleh Pengelola

Barang. BMN berupa sebagian tanah/bangunan dari BMN yang masih digunakan

Pengguna Barang untuk penyelenggaraan tugas fungsi dan BMN selain

tanah/bangunan dapat disewakan oleh Pengguna setelah terlebih dahulu mendapat

persetujuan dari Pengelola.

4) Pada pokoknya semua pihak, baik lembaga ataupun perorangan dapat menyewa

BMN.

5) Tarif minimum sewa adalah sebesar tarif yang ditentukan dalam Peraturan Menteri

Keuangan. Sesuai kontrak, sewa dapat dibayarkan sekaligus di depan ataupun dibayar

secara tahunan.

6) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa BMN kepada Pengelola

Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.

7) Dalam hal pembayaran sewa dilakukan secara bertahap, Pengguna Barang wajib

menyampaikan bukti setor pembayaran sewa kepada Pengelola Barang sesuai dengan

jadwal pembayaran yang ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa.

8) Pengguna Barang menatausahakan pelaksanaan penyewaan BMN.

9) Pengguna Barang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyewaan.

10) Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka

permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola

Barang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

11. Test Formatif

Jawablah B bila pernyataan di bawah ini benar dan S jika pernyataan di bawah ini salah.

1) Diantara tujuan penyewaan BMN adalah untuk pengamanan BMN.

2) Pengguna Barang dapat menyewakan BMN selain tanah /bangunan setelah terlebih

dahulu mendapat persetujuan Pengelola.

3) Pada prinsipnya semua jenis BMN dapat disewakandengan syarat bukan merupakan

BMN yang masih digunakan untuk penyelenggaraan tugas fungsi dan bukan

merupakan barang yang bersifat khusus dan rahasia.

4) Masa sewa adalah selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

5) Pembayaran sewa dapat ditetapkan sekaligus di muka atau secara tahunan.

6) Besaran sewa harus sama dengan formula trif berdasarkan ketentuan.

7) Sewa dapat disetorkan dan sementara disimpan pada rekening Pengguna Barang yang

khusus untuk menampung PNBP.

8) Yang diperkenankan menyewa hanyalah Lembaga/Badan Hukum.

9) Penghitungan nilai BMN berupa sebagian tanah/bangunan untuk menentukan sewa

dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Pengguna.

10) Karena penyewaan sebagian tanah/bangunan dilakukan oleh Pengguna, maka

Pengguna dapat melibatkan Tim Penilai Independen.

12. Umpan Balik dan Tindak Lanjut



Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian

belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci

jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan

Saudara terhadap materi.

Rumus =
୨୳mlah jawaban yang sesuai kunci

୳mlah semua soal
X 100%

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

70% - 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan

dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara

harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.



Kegiatan Belajar 6

Pinjam Pakai

1. Pengantar

Pada Kegiatan Belajar 6 ini kita akan mendiskusikan pengertian pinjam pakai,

pertimbangan pinjam pakai, obyek pinjam pakai, subyek pinjam pakai, ketentuan pook

pinjam pakai, dan prosedur pinjam pakai.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan pinjam pakai adalah

1) Pasal 49 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

2) Pasal 21 dan 22 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengelolaan BMN/D.

3) Bab IV pasal 5 sampai dengan 7 dan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan

no.96/PMK.6/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan , Pemanfaatan,

Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.

3. Pengertian

Pinjam pakai BMN adalah penyerahan penggunaan BMN dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerahdalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah

jangka waktu berakhir BMN tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah pusat.

4. Pertimbangan pinjam pakai

Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Mengoptimalkan pemakaian BMN yang belum/idak dipergunakan untuk pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintah pusat dan untuk menunjang pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintah daerah.

2) Pengamanan BMN idle dari pengguaan pihak lain secara tidak sah.

3) Efisiensi biaya pemelharaan dan pengamanan.

5. Obyek pinjam pakai

Obyek pinjam pakai BMN meliputi semua jenis BMN.

6. Subyek pelaksanaan pinjam pakai

1) Pihak-pihak yang dapat melaksanakan pinjam pakai adalah:

a. Pengelola Barang, untuk tanah dan atau bangunan yang berada pada Pengelola

Barang.

b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:

i) Sebagian tanah dan atau bangunan yang status penggunaannya ada pada

Pengguna Barang,

ii) BMN selain tanah dan atau bangunan.



2) Pihak yang dapat meminjam BMN adalah pemerintah daerah.

7. Ketentuan pokok pelaksanaan pinjam pakai

1) BMN yang dapat dipinjampakaikan adalah BMN dalam kondisi belum atau tidak

digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan;

2) Jangka waktu peminjaman BMN paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai harus sudah diterima Pengelola

Barang paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.

3) Tanah atau bangunan yan dipinjampakaikan harus digunakan sesuai peruntukan

dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah bentuk bangunan,

baik menambah dan / ata mengurangi konstruksi dasarnya.

4) Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pinjam pakai

menjadi tanggung jawab peminjam.

5) BMN dikembalikan pada saat berakhirnya masa pinjam pakai dan harus dalam

kondisi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian.

8. Prosedur Pelaksanaan Pinjam Pakai oleh Pengelola

Pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan no.96/PMK.6/2007 diatur prosedur

pinjam pakai yang dilaksanakan oleh Pengelola sebagai berikut:

1) Adanya permintaan pinjam pakai dari Pemda yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Pertimbangan yang mendasari diajukannya permintaan,

b. Keterangan luas, lokasi serta detil peruntukan tanah dan atau bangunan.

2) Pengelola Barang melakukan kajian atas usul pinjam pakai.

3) Dalam hal Pengelola menolak usulan, Pengelola memberitahukan penolakan tersbut

disertai alasan penolakannya.

4) Apabila menyetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai

yang sekurang-kurangnya memuat:

a. Pihak yang akan meminjam,

b. Tanah dan atau bangunan yang akan dipinjamkan,

c. Jangka waktu peminjaman, dan

d. Kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan atas BMN yang dipinjam,

e. Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam naskah perjanjian.

5) Pengelola Barang melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pinjam pakai.

6) Setelah berakhirnya jangka waktu peminjaman, BMN dikembalikan kepada Pengelola

dalam keadaan sebagaimana tertuang dalam perjanjian pinjam pakai. Penyerahan

kembali BMN tersebut dtuangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

9. Prosedur Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN oleh Pengguna Barang

Pada Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan no.96/PMK.6/2007 diatur prosedur

pinjam pakai yang dilaksanakan oleh Pengguna Barang sebagai berikut:



PROSEDUR PINJAM PAKAI OLEH PENGGUNA
NO URAIAN PENGGUNA PENGELOLA PEMDA

1 Permintaan Pemda

2 Pengguna meneliti

3 Pengguna usul kepada Pengelola

4 Pengelola meneliti / mengkaji

5 Pengelola menerbitkan surat persetujuan

6 Perjanjian pinjam pakai

7 Pengguna lapor kepada Pengelola

8 Pengguna dan Pelapor memonitor

9
Setelah selesai dikembalikan kepada

Pengguna dengan Berita Acara

1) Adanya permintaan pinjam pakai dari Pemda yang antara lain memuat pertimbangan

yang mendasari diajukannya permintaan, jenis dan spesifikasi barang, detil

peruntukan dan jangka waktu pinjam pakai.

2) Pengguna Barang melakukan penelitian mengenai kelayakan kemungkinan

peminjaman BMN.

3) Jika menurut kajian Pengguna, usul peminjaman itu layak, maka Pengguna Barang

mengajukan usulan pinjam pakaikepada Pengelola Barang.

4) Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang tersebut, terutama

menyangkut kelayakan kemungkinan peminjaman BMN tersebut.

5) Jika permintaan pinjam pakai ditolak, Pengelola Barang memeritahukan penolakan

tersebut kepada Pengguna Barang, disertai alasan penolakannya.

6) Jika usulan pinjam pakai BMN disetujui, Pengelola Barang menerbitkan persetujuan

pinjam pakai BMN, yang sekurang-kurangnya memuat:

a. BMN yang dipinjamkan,

b. Jangka waktu peminjaman, dan

c. Kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan.

7) Untuk menjamin kepentingan para pihak makaditandatangani naskah perjanjian

pinjam pakai antara Pengguna Barang dan Pemerintah Daerah. Naskah perjanjian

tersebut sekurang-kurangnya memuat:

a. Subyek dan obyek pinjam pakai;

b. Jangka waktu peminjaman;

c. Kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan dan menaggung biaya yang

timbul selama pinjam pakai, dan persyaratan lain yang dianggap perlu.



8) Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pinjam pakai kepada Pengelola

Barang.

9) Pengelola Barang dan / atau Pengguna Barangmelakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pinjam pakai BMN.

10) Setelah berakhirnya jangka waktu pinjam pakai, peminjam menyerahkan obyek

pinjam pakai kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam berita acara serah

terima, yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang.

10. Kesimpulan dan Saran

1) Pengaturan tentang pinjam pakai telah memenuhi kebutuhan untuk dapat diprosesnya

skema pinjam pakai antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara cepat yang

dimungkinkan karena tiap kegiatan di Departemen Keuangan telah ada prosedur kerja

yang sudah dibakukan dan dengan batasan waktu. Dengan pelaksanaan skema ini

diharapkan dapat dicapai tujuan optimalisasi pemanfaatan BMN, penghematan biaya

pemeliharaan dan pengamanan BMN, serta lebih menjamin keamanan BMN. Jika

dilakukan dengan timbal balik, yakni Pemda juga meminjamkan BMD kepada

pemerintah pusat, maka hal ini akan menyebabkan optimalisasi pemanfaatan BMN/D

dan efisiensi biaya pemeliaraan, pengamanan, bahkan pengadaan secara nasional.

2) Mengingat sering terjadi bencana alamdan masih banyaknya masalah social

kemanusiaan yang dalam penanggulangannya sering terlibat unsur Lembaga Sosial

Masyarakat atau Swasta, maka skem pinjam pakai yang membuka peluang bagi

Lembaga non Pemerintah untuk menggunakan BMN kiranya patut untuk

dipertimbangkan.

3) Jika pada Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 telah diatur adanya hibah

BMN/D termasuk untuk lembaga sosial/ agama/ kemanusiaan dan perorangan dan

telah diatur pula pinjam pakai dengan Pemda, maka skema pinjam pakai dengan

Badan / Lembaga Sosial dalam rangka kegiatan sosial logisnya harus ada. Dapat

diyakini bahwa dibukanya skema ini akan bermanfaat bagi masyarakat sekaligus

membantu tugas fungsi pemerintah dalam penyelenggaraan kewajiban negara.

11. Latihan

Kerjakan Latihan berikut ini dengan mengacu pada penjelasan dalam Kegiatan Belajar 3

dan pengetahuan yang Anda peroleh dari lingkungan kerja. Jika diperlukan lakukan

diskusi dengan sesama peserta Pelatihan.

1) Apakah alasan dilakukan pinjam pakai?

2) Siapakah subyek pinjam pakai?

3) Apakah obyek pinjam pakai?

4) Apakah yang harus dilakukan agar pinjam pakai terlaksana dengan tidak melanggar

kepentingan para pihak?

5) Apa saja yang perlu dicantumkan dalam naskah perjanjian pinjam pakai?

12. Rangkuman

1) Pinjam pakai merupakan upaya atau cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN

karena untuk sementara waktu BMN tersebut tidak digunakan dalam rangka



penyelenggaraan tugas fungsi pemerintah pusat. dengan penyerahan BMN utnuk

digunakan sementara oleh Pemda maka BMN dapat dijaga agar tidak

digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain secara tidak sah. Dengan digunakannya

BMN oleh Pemda, maka sangat mungkin total biaya pemeliharaan dan pengamanan

menjadi lebih efisien dibandingkan jika BMN tersebut idle.

2) Pengelola Barang dapat meminjamkan BMN berupa tanah / bangunan yang berada

dalam pengelolaannya kepada Pemda. Pengguna Barang dapat meminjampakaikan

BMN berupa sebagian tanah/bangunan yang status penggunaannya berada pada

Pengguna serta BMN selain tanah / bangunan.

3) Jangka waktu peminjaman BMN paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

Perpanjangan waktu pinjam pakai diajukan sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum

jangka waktu pinjam pakai sesuai naskah perjanjian berakhir.

4) Selama jangka waktu pinjam pakai, biaya pemeliharaan dan pengamanan ditanggung

oleh pemakai.

5) Untuk tertib administrasi dan tertib pengelolaan, maka pelaksanaan pinjam pakai

terhadap barang yang status penggunaannya berada pada Pengguna dilaporkan oleh

Pengguna kepada Pengelola. Pengelola dan / atau Pengguna melakukan monitoring

dan evaluasi terhadap pelaksanaan pinjam pakai.

13. Test formatif 6

1) Pinjam pakai BMN dalah penyerahan penggunaan BMN dari Pengelola / Pengguna

Barang Pemerintah Pusat kepada Pemrintah Daerah.

2) Maksud dilaksanakannya pinjam pakai BMN adalah untuk optimalisai pemanfaatan

BMN.

3) Pada pokoknya semua jenis BMN dapat dipinjampakaikan.

4) pinjam pakai berjangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang.

5) Permohonan perpanjangan waktu pinjam pakai diajukan oleh Pemda sekurang-

kurangnya 2 bulan sebelum masa pinjam pakai sesuai naskah perjanjian berakhir.

6) Pemda dapat melakukan perubahan terhadap bangunan yang dipinjam tanpa

persetujuan dari Pengguna / Pengelola Barang asalkan perubahan tersebut

dimaksudkan untuk menambah luas ataupun mengubah bentuk sehingga menjadi

lebih bagus.

7) Pemda dapat menggunakan BMN yang dipinjam dari Pengguna / Pengelola Barang

sesuai dengan kebutuhan walaupun tidak sesuai dengan maksud peruntukkan yang

tertuang pada naskah perjanjian.

8) Pelaksanaan pinjam tidak perlu dilaporkan oleh Kuasa Pengguna Barang kepada

Pengguna Barang.

9) Pelaksanaan pinjam pakai tidak perlu dilaporkan oleh Pengguna kepada Pengelola.

Yang penting pinjampakai tersebut ditatausahakan dengan baik.

10) Untuk menjamin adanya pemeliharaan gedung yang dipinjam Pemda, Pengguna /

Pengelola Barang harus tetap mengalokasikan dan menyalurkan dana pemeliharaan

untuk gedung yang dipinjam Pemda.

14. Umpan Balik dan Tindak Lanjut



Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian

belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci

jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan

Saudara terhadap materi.

Rumus =
୨୳mlah jawaban yang sesuai kunci

୳mlah semua soal
X 100%

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

70% - 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan

dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara

harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.



Kegiatan Belajar 7

Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

1. Pengantar

Pada Kegiatan Belajar 7 ini kita akan membahas pengertian KSP, pertimbangan

dilaksanakannya KSP, obyek KSP, subyek KSP, mitra KSP, ketentuan pelaksanaan KSP,

dan prosedur pelaksanaan KSP.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan KSP adalah:

1) Pasal 49 ayat (3) Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

2) Pasal 24, 25 dan 26 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengelolaan BMN/D.

3) Bab IV pasal 5 sampai dengan 7 dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan

no.96/PMK.6/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan , Pemanfaatan,

Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN.

3. Pengertian

KSP adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam

rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

4. Pertimbangan

KSP BMN dilakukan utnuk:

1) Mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang belum / tidak dipergunakan dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan,

2) Meningkatkan penerimaan negara, dan

3) Mengamankan BMN, yakni mencegah agar tidak terjadi BMN oleh pihak lain secara

tidak sah.

5. BMN obyek KSP

Pada pokoknya semua jenis BMN dapat menjadi obyek KSP, yakni:

1) BMN berupa tanah dan / atau bangunan

2) BMN selain tanah dan / atau bangunan

6. Subyek KSP BMN

Pihak yang dapat melakukan KSP BMN adalah:

1) Pengelola Barang, untuk tanah dan atau bangunan yang berada pada Pengelola

Barang.

2) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:

a. Sebagian tanah dan atau bangunan yang merupakan sisa dari tanah dan atau

bangunan yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya,



b. BMN selain tanah dan atau bangunan.

7. Mitra KSP

Pihak yang dapat menjadi mitra KSP BMN adalah Badan Hukum meliputi:

1) Badan Usaha Milik Negara,

2) Badan Usaha Milik Daerah,

3) Badan Hukum Lainnya.

8. Ketentuan Pelaksanaan KSP

Sesuai dengan Pasal 26 PP.6 tahun 2006 dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan

no.96/PMK.6/2007, pelaksanaan KSP harus memenuhi ketentuan pokok sebagai berikut:

1) BMN yang dijadikan obyek KSP adalah BMN dalam kondisi belum atau tidak

digunakan;

2) KSP tidak mengubah status BMN;

3) Mitra KSP dipilih dengan tender yang dikuti sekurang-kurangnya oleh 5 peminat;

4) Mitra KSP tidak boleh menjaminkan atau menggadaikan BMN yang menjadi obyek

KSP;

5) BMN yang menjadi bagian dari pelaksanaan KSP adalah BMN sejak pengadaannya;

6) Jangka waktu KSP BMN paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya

perjanjian, dan dapat diperpanjang;

7) Perpanjangan jangka waktu KSP BMN dilakukan dengan ketentuan:

a. Untuk KSP yang dilakukan oleh Pengelola Barang, perpanjangan dilakukan

setelah dilakukan evaluasi dan disetujui oleh Pengelola Barang.

b. Untuk KSP yang dilakukan oleh Pengguna Barang, perpanjangan dilakukan

setelah dilakukan evaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola

Barang.

c. Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP harus disampaikan oleh Pengguna

Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 1 tahun sebelum berakhirnya

jangka waktu KSP.

8) Kompensasi dari mitra KSP kepada penerimaan adalah:

a. Kontribusi tetap;

b. Pembagian keuntungan hasil pendapatan dari pemanfaatan obyek BMN yang di-

KSP-kan.

9) Untuk menentukan nilai limit terendah kontribusi tetap, terlebih dahulu dilakukan

penghitungan nilai BMN oleh Tim.

a. Penghitungan nilai BMN berupa tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Tim

yang ditetapkan oleh Pengelola Barang, Pengelola Barang dapat menetapkan

apakah dalam Tim dilibatkan penilai independen.

b. Penghitungan nilai BMN berupa tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Tim

yang ditetapkan oleh Pengguna Barang. Dalam penetapan Tim tersebut Pengguna

Barang dapat menetapkan apakah dalam Tim dilibatkan penilai independen.

10) Penetapan nilai limit kontribusi tetap dilakukan sebagai berikut:



a. nilai limit terendah kontribusi tetap atas BMN berupa tanah dan atau bangunan

ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan Tim yang

ditetapkan oleh Pengelola.

b. nilai limit terendah kontribusi tetap atas BMN berupa tanah dan atau bangunan

ditetapkan oleh Pengguna Barang berdasarkan hasil perhitungan Tim yang

ditetapkan oleh Pengguna.

11) Penghitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan didasarkan pada

formula kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang diatur di dalam Peraturan

Menteri Keuangan.

12) Pembagian keuntungan hasil pendapatan disetor ke rekening kas negara pada triwulan

pertama tahun berikutnya.

13) Keterlambatan pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan dikenakan denda

paling sedikti sebesar 1‰ (satu per seribu) per hari.

14) Mitra KSP ditentukan melalui pemilihan calon mitra KSP (tender), kecuali BMN

yang bersifat khusus. Untuk BMN yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukkan

langsung.

15) Pelaksanaan KSP didasarkan atas naskah perjanjian KSP.

16) Pembebanan biaya dalam rangka KSP

a. Seluruh biaya yang timbul sampai dengan ditetapkannya mitra KSP dibebankan

pada APBN. Biaya tersebut antara lain meliputi biaya/honor Tim yang bekerja

dalam rangka pelaksanaan penilaian tanah, lelang, dan biaya penilaian tanah, serta

biaya penilai independen apabila diperlukan.

b. Seluruh biaya yang timbul setelah ditetapkannya mitra KSP sampai dengan

berakhirnya pelaksanaan KSP menjadi beban mitra KSP. Biaya tersebut meliputi

antara lain biaya Tim antardep, biaya perizinan, konsultan pengawas, biaya

konsultan hukum, dan biaya pemeliharaan objek KSP.

17) Surat persetujuan KSP dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku apabila dalam

jangka waktu satu tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan

penandatanganan surat perjanjian KSP.

18) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus atas nama Pemerintah RI.

9. Prosedur pelaksanaan KSP atas tanah dan / bangunan yang berada pada Pengelola

Barang.

Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan no.96/PMK.6/2007, mengatur prosedur

pelaksanaan KSP sebagai berikut:

1) Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan KSP

didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang.

2) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan tersebut, Pengelola Barang menetapkan tanah

dan atau bangunan yang akan dijadikan obyek KSP.

3) Pengelola Barang membentuk Tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang. Tim

tersebut bertugas melakukan penelitian mengenai tanah dan atau bangunan yang akan

dijadikan obyek KSP serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis dan melakukan

pemilihan mitra KSP.



4) Dalam pembentukan Tim di atas, Pengelola Barang dapat mngikutsertakan unsur

instansi / lembaga tekhnis yang kompeten.

5) Untuk menghitung besaran kontribusi tetap, Pengelola Barang menugaskan penilai

untuk menilai BMN yang aan dijadikan obyek KSP. Penilai melaporkan hasil

penilaian kepada Pengelola melalui Tim.

6) Tim menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang terkait dengan hasil penelitian

atas tanah dan atau bangunan, penghitungan besaran kontribusi tetap, pembagian hasil

keuntungan yang didasarkan pada laporan Penilai.

7) Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang menerbitkan surat penetapan

nilai tanah dan atau bangunan, nilai limit terendah kontribusi tetap dan proporsi

pembagian hasil keuntugan.

8) Berdasarkan surat penetapan tersebut, Tim melakukan pemilihan mitra KSP dengan

melalui tender.

9) Hasil pelaksanaan pemilihan mitra KSP disampaikan kepada Pengelola Barang untuk

ditetapkan.

10) Apabila telah memenuhi persyaratan dan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan

surat keputusan pelaksanaan KSP tanah dan atau angunan yang memuat:

a. Obyek KSP;

b. Nilai kontribusi tetap;

c. Proporsi pembagian keuntungan;

d. Mitra KSP, dan

e. Jangka waktu KSP.

11) Tim menyiapkan konsep perjanjian KSP serta menyiapkan konsep berita acara serah

terima barang. Naskah perjanjian KSP sekurang-kurangnya berisi:

a. Obyek KSP;

b. Mitra KSP;

c. Besaran kontribusi tetap;

d. Proporsi pembagian keuntungan;

e. Hak dan kewajiban para pihak;

f. Mekanisme pembayaran;

g. Sanksi;

h. Jangka waktu.

12) Pelaksanaan KSP harus atas dasar naskah perjanjian yang ditandatangani Pengelola

Barang dengan mitra KSP dalam akta notaris.

13) Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi dan penatausahaan pelaksanaan

KSP BMN.

14) Permohonan perpanjangan waktu KSP diajukan selambat-lambatnya 1 tahun sebelum

masa kontrak berakhir.

15) Setelah berakhirnya jangka waktu KSP, mitra menyerahkan obyek KSP, berikut

dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan KSP, dilengkapi

dengan dokumen terkait kepada Pengelola Barang. Serah terima dituangkan dalam

Berita Acara Serah Terima.



10. Prosedur KSP atas sebagian tanah dan atau bangunan yang dalam status digunakan oleh

Pengguna Barang.

Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan no.96/PMK.6/2007, mengatur prosedur

pelaksanaan KSP atas sebagian tanah dan atau bangunan yang dalam status digunakan

oleh Pengguna Barang sebagai berikut:

PROSEDUR KSP OLEH PENGGUNA
NO URAIAN PENGGUNA PENGELOLA TIM

1 Pengguna meneliti

2 Pengguna usul kepada Pengelola

3 Pengelola mengkaji

4 Pengelola membentuk Tim

5 Tim meneliti, menghitung, lapor

6 Pengelola menyetujui / menolak

7 Pengelola menerbitkan persetujuan

8
Pengguna melakukan pemilihan partner dan

menetapkan

9 Pengguna membuat kontrak dan BAST

10 Pengguna lapor

11 Pengguna dan Pelapor memonitor

1) Pengguna Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan KSP

sebagian tanah dan atau bangunan yang merupakan sisa dari tanah dan atau bangunan

yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang, yang didasarkan pada kebutuhan

Pengguna Barang untuk melakukan KSP.

2) Pengguna Barang mengajukan usulan KSP kepada Pengelola Barang, dengan disertai

dengan data bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas dan nilai perolehan dan atau

NJOP tanah dan atau bangunan, pertimbangan yang mendasari usulan KSP, dan

jangka waktu KSP.

3) Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang tersebut, terutama

menyangkut kelayakan kemungkinan KSP.

4) Apabila kajian atas usulan KSP tersebut menyimpulkan kelayakan dilakukannya KSP,

Pengelola Barang membentuk Tim yang anggotanya Pengelola Barang dan Pengguna

Barang serta dapat mengikutsertakan unsur instansi / lembaga teknis yang kompeten.

Tugas Tim adalah melakukan penelitian atas BMN yang akan dijadikan obyek KSP



serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis, termasuk penghitungan besaran

kontribusi tetap dan penghitungan proporsi pembagian keuntungan.

5) Sebagai dasar penentuan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, Pengelola

menugaskan Penilai untuk menghitung nilai BMN obyek KSP; Penilai melaporkan

hasil penilaiannya kepada Pengelola melalui Tim;

6) Tim menyampaikan laporan hasil penelitiannya atas tanah dan atau bangunan, berikut

hasil penghitungan limit terendah besaran kontribusi tetap dan penghitungan proporsi

pembagian keuntungan, kepada Pengelola Barang.

7) Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang memutuskan ditolak atau

disetujuinya usulan KSP yang diajukan oleh Pengguna Barang.

8) Dalam hal usulan KSP ditolak, Pengelola Barang memberitahukan penolakan tersebut

kepada Pengguna Barang disertai alasan penolakannya.

9) Dalam hal usulan KSP disetujui, Pengelola Barang menerbitkan persetujuan atas

usulan KSP yang sekurang-kurangnya memuat BMN yang akan dijadikan obyek

KSP, nilai BMN, besaran kontribusi tetap dan penghitungan proporsi pembagian hasil

keuntungan, dan jangka waktu KSP.

10) Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang melakukan

pemilihan mitra KSP.

11) Pengguna Barang menetapkan mitra KSP berdasarkan lelang disertai dengan

penetapan besarnya nilai kontribusi tetap dan penghitungan proporsi pembagian

keuntungan.

12) Pengguna Barang menyiapkan konsep naskah perjanjian KSP serta menyiapkan

konsep Berita Acara Serah Terima barang.

13) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian KSP antara Pengguna

Barang dengan mitra KSP.

14) Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan KSP kepada Pengelola Barng.

15) Pengguna Barang bersama-sama dengan Pengelola Barang melakukan monitoring,

evaluasi dan penatausahaan pelaksanaan KSP BMN tersebut.

16) Setelah berakhirnya jangka waktu KSP, mitra menyerahkan obyek KSP, berikut

dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan KSP, dilengkapi

dengan dokumen terkait kepada Pengelola Barang. Penyerahan BMN obyek KSP

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

11. Prosedur pelaksanaan KSP BMN selain tanah dan atau bangunan

Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan no.96/PMK.6/2007, mengatur prosedur

pelaksanaan KSP atas BMN selain tanah dan atau bangunan sebagai berikut:

1) Pengguna Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan KSP BMN yang ada

dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan Pengguna Barang untuk

melakukan KSP;

2) Pengguna Barang mengajukan usulan KSP kepada Pengelola Barang, disertai dengan

pertimbangan KSP, nilai perolehan, fotokopi dokumen kepemilikan, dan jangka

waktu KSP.

3) Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang.



4) Pengelola Barang memutuskan apkaah akan menyetujui usulan KSP yang diajukan

oleh Pengguna Barang.

5) Dalam hal Pengelola menolak usulan KSP, Pengelola Barang memberitahukan

penolakan tersebut kepada Pengguna Barang disertai alasan penolakannya.

6) Dalam hal Pengelola menyetujui usulan KSP, Pengelola Barang menerbitkan

persetujuan KSP. Dalam persetujuan tersebut sekurang-kurangnya dicantumkan:

a. Objek KSP,

b. Jangka waktu KSP,

c. Kewajiban pengguna untuk membentuk Tim yang akan melakukan penelitian

terhadap objek KSP, serta menghitung nilai kontribusi tetap dan proporsi

pembagian keuntungan.

7) Pengguna Barang membentuk Tim yang unsur-unsurnya terdiri atas Pengguna Barang

dan Pengelola Barang serta dapat mengikutsertakan instansi/lembaga teknis yang

kompeten.

8) Hasil penelitian, penghitungan limit terendah besaran kontribusi tetap dan proporsi

pembagian keuntungan, disampaikan kepada Pengguna Barang untuk mendapatkan

penetapan.

9) Pengguna Barang melakukan pemilihan mitra KSP dan menetapkan mitra KSP ,

disertai dengan nilai kontribusi tetap dan penghitungan proporsi pembagian

keuntungan KSP.

10) Pelaksanaan KSP dituangkan dalam naskah perjanjian KSP antara Pengguna

Barangdengan mitra KSP, yang antara lain memuat obyek KSP, mitra KSP, besaran

kontribusi tetap dan penghitungan proporsi pembagian keuntungan, serta jangka

waktu KSP.

11) Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan KSP dimaksud kepada Pengelola Barang,

disertai bukti setor kontrobusi tetap, dan perjanjian KSP.

12) Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan monitoring, evaluasidan

menatausahakan pelaksanaan KSP.

13) Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP diajukan oleh Pengguna Barang kepada

Pengelola selambat-lambatnya 1 tahun sebelum masa kontrak KSP berakhir.

14) Setelah berakhirnya jangka waktu KSP, mitra menyerahkan objek kSP dilengkapi

dengan dokumen terkait kepada Pengguna Barang.

15) Penyerahan BMN obyek KSP dituangkan dalam berita acara serah terima.

12. Kesimpulan dan Saran

1) Pada ketentuan yang mengatur KSP ini belum cukup diatur hal-hal yang berkenaan

batasan-batasan kewenangan mitra KSP untuk menambah / mengubah sarana

prasarana obyek KSP, sementara itu dalam dunia usaha diperlukan penyesuaian

sarana prasarana mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pasar.

2) Penegasan pada ketentuan pokok bahwa semua biaya sejak terpilihnya mitra KSP

sampai dengan BMN obyek KSP diserahkan kembali ditanggung oleh mitra dan

rincian di dalamnya dinyatakan termasuk biaya pemeliharaan, namun tidak

dicantumkan termasuk biaya penambahan / pengembangan, sangat mungkin



ditafsirkan bahwa penambahan / pengembangan sarana dan prasaran tidak

diperkenankan. Hal semacam ini dapat mengakibatkan skema KSP kurang menarik.

3) Jika persetujuan KSP telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah KSP,

sangat mungkin dalam pelaksanaan KSP terjadi konflik. Konflik tersebut dapat terjadi

di saat mitra membutuhkan sarana/prasarana tambahan. Masalah yang menjadi

pertanyaan adalah apakah perubahan atau penambahan terhadap sarana / prasarana

tersebut diperbolehkan dan siapa yang harus membangun / membiayai.

4) Sehubungan dengan hal di atas, maka pada saat memberikan penjelasan kepada calon

mitra dalam proses tender, masalah ini harus ditegaskan. Demikian juga, pada naskah

perjanjian KSP harus diatur.

13. Latihan

Kerjakan Latihan berikut ini dengan mengacu pada penjelasan dalam Kegiatan Belajar 3

dan pengetahuan yang Anda peroleh dari lingkungan kerja. Jika diperlukan lakukan

diskusi dengan sesama peserta Pelatihan.

1) Apa beda sewa dengan KSP?

2) Siapakah subyek KSP?

3) Siapakah mitra KSP?

4) Mengapa dilakukan KSP?

5) Apa tugas Penilai dan apa tugas Tim antardep dalam proses KSP dengan obyek KSP

berupa BMN sebagian tanah/bangunan sebagian tanah/bangunan yang ada pada

Pengguna?

14. Rangkuman

1) KSP merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendayagunakan BMN yang

tidak/belum digunakan untuk penyelenggaraan tugas fungsi instansi pemerintah

dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mengamankan aset dari

penguasaan atau penggunaan pihak lain secara tidak sah.

2) Obyek KSP adalah BMN berupa tanah dan / atau gedung yang ada pada Pengelola,

sebagian / sisa tanah dan / atau gedung yang status penggunaannya berada pada

Pengguna, dan BMN selain tanah/gedung.

3) Pengguna Barang dapat melakukan KSP untuk obyek BMN berupa sebagian tanah/

gedung yang status penggunaannya berada pada Pengguna, serta BMN selain

tanah/gedung.

4) Biaya – biaya berkenaan dengan proses KSP sampai dengan terpilihnya mitra KSP

dibiayai dari APBN, sedangkan biaya-biaya selanjutnya dibiayai oleh mitra KSP.

5) Dari KSP, negara mendapat kompensasi berupa kontribusi tetap tahunan dan

pembagian keuntungan mitra KSP.

6) Mitra KSP dipilih melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5

peminat.

7) Untuk melindungi kepentingan para pihak, maka pelaksanaan KSP dituangkan dalam

naskah perjanjian.

15. Test Formatif 7



1) KSP itu sama dengan sewa. Perbedaannya hanya terletak pada jangka waktunya.

2) Untuk menghemat pengeluaran negara, maka semua biaya dalam rangka pelaksanaan

KSP dibebankan kepada mitra KSP.

3) Semua pihak, termasuk perseorangan, dapat menjadi mitra KSP.

4) Apapun BMN yang akan dijadikan obyek KSP, pembentukan Tim dalam rangka

proses KSP haruslah dilakukan oleh Pengelola.

5) Tugas Tim dalam proses KSP adalah termasuk melakukan penghitungan nilai BMN

yang akan dijadikan obyek KSP.

6) Pemilihan mitra KSP harus dilakukan dengan tender yang diikuti sekurang-kurangnya

oleh 5 peminat.

7) Biaya terkait dengan proses KSP sejak terpilihnya mitra KSP didanai oleh mitra KSP.

8) Biaya-biaya dalam proses KSP sejak terpilihnya mitra KSP dapat meliputi antara lain

biaya Tim antardep, biaya perizinan, konsultan pengawas, biaya konsultan hukum,

dan biaya pemeliharaan obyek KSP.

9) Tugas Tim adalah juga termasuk membuat konsep naskah perjanjian KSP.

10) Perpanjangan jangka waktu KSP diajukan selambat-lambatnya setahun sebelum masa

kontrak KSP berakhir.

16. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian

belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci

jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mngetahui tingkat penguasaan

Saudara terhadap materi.

Rumus =
୨୳mlah jawaban yang sesuai kunci

୳mlah sem୳ୟsoal
X 100%

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

70% - 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan

dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara

harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.



Kegiatan belajar 8

Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG)

1. Pengantar

Pada Kegiatan Belajar 8 ini kita akan membahas pengertian BGS/ BSG, pertimbangan

dilaksanakannya BGS/BSG, BMN obyek BGS/BSG, Subyek pelaksanaan BGS/BSG,

ketentuan pelaksanaan BGS/BSG, dan prosedur pelaksanaan BGS/BSG.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan BGS/BSG adalah

1) Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

2) Pasal 27 sampai dengan pasal 30 Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan BMN/D

3) Bab IV pasal 5 sampai dengan 7 dan Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 96/PMK.6/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN.

3. Pengertian

1) Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh

pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya,

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang

disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut

fasilitasnya, diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah berakhirnya jangka

waktu.

2) Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh

pihak lain dengan mendirikan bangunan dan atau sarana, berikut fasilitasnya, dan

setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pengelola Barang untuk

kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang

disepakati.

4. Pertimbangan

BGS dan BSG dilakukan untuk menyediakan bangunan dan fasilitasnya dalam rangka

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, yang dana



pembangunannya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN).

5. BMN yang dapat dijadikan obyek BGS/BSG

BMN yang dapat dijadikan obyek BGS/BSG adalah BMN yang berupa tanah, baik tanah

yang ada pada Pengelola Barang maupun tanah yang status penggunaannya ada pada

Pengguna Barang.

6. Subjek Pelaksanaan BGS/BSG

1) Pihak yang dapat melaksanakan BGS/BSG BMN adalah Pengelola Barang.

2) Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG adalah:

a. Badan Usaha Milik Negara,

b. Badan Usaha Milik Daerah,

c. Badan Hukum Lainnya.

7. Ketentuan dalam pelaksanaan BGS/BSG

Sesuai dengan Pasal 29 dan 30 PP. 6 /2006 dan Lampiran V PMK Nomor

96/PMK.6/2007, pelaksanaan KSP harus memenuhi ketentuan pokok sebagai berikut:

1) BGS/BSG dilaksanakan oleh Pengelola Barang.

2) BGS/BSG atas tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang

dilaksanakan setelah tanah tersebut terlebih dahulu oleh Pengguna Barang

diserahkan kepada Pengelola Barang.

3) Selama masa pengoperasian BGS/BSG, Pengguna Barang harus dapat

menggunakan langsung obyek BGS/BSG, beserta sarana dan prasarananya untuk

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan penetapan dari Pengelola

Barang, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas obyek dan sarana prasarana

BGS/BSG dimaksud.

4) Jangka waktu pengoperasian BGS/BSG oleh mitra BGS/BSG paling lama 30 (tiga

puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani.

5) Kewajiban mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian:

a. Membayar kontribusi ke rekening kas negara;

b. Tidak menjaminkan, menggadaikan dan atau memindah-tangankan objek

BGS/BSG;

c. Memelihara objek BGS/BSG agar tetap dalam kondisi baik.



6) Pemilihan mitra BGS/BSG dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan

sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/ peminat.

7) Penghitungan nilai tanah dalam rangka penentuan nilai limit terendah kontribusi

dilakukan sebagai berikut:

a. Penghitungan nilai BMN berupa tanah yang akan digunakan sebagai obyek

BGS/BSG, baik yang berada pada Pengelola Barang maupun yang berada pada

Pengguna Barang, dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

b. Dalam penetapan Tim untuk penghitungan nilai BMN tersebut, Pengelola

Barang sekaligus menetapkan dilibatkan atau tidaknya penilai independen.

8) Nilai limit terendah kontribusi atas pelaksanaan BGS/BSG BMN ditetapkan oleh

Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan tim.

9) Penghitungan besaran kontribusi atas pelaksanaan BGS/BSG didasarkan pada

formula kontribusi yang diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan.

10) Pembayaran kontribusi dari mitra BSG/BGS, kecuali untuk pembayaran pertama

yang harus dilakukan sebelum ditandatanganinya perjanjian BSG/BGS, harus

dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari setiap tahun sampai dengan

berakhirnya perjanjian BSG/BGS dimaksud, dengan penyetoran ke rekening kas

umum negara.

11) Keterlambatan pembayaran kontribusi dari tanggal tersebut pada butir 10 akan

dikenakan denda paling sedikit sebesar 1 %o (satu per seribu) per hari.

12) Pembebanan biaya dalam rangka BGS/BSG (pendapat penulis):

a. Seluruh biaya yang timbul sampai dengan ditetapkannya mitra BGS/BSG

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

b. Biaya tersebut pada huruf a terdiri dari biaya/honor Tim yang bekerja dalam

rangka pelaksanaan penilaian tanah, tender pemilihan mitra BGS/BSG, biaya

penilaian tanah, termasuk biaya penilai independen apabila diperlukan.

c. Seluruh biaya yang timbul pada tahap persiapan dan pelaksanaan BGS/BSG,

yaitu biaya yang timbul setelah ditetapkannya mitra BSG/BGS sampai dengan

berakhirnya pelaksanaan BGS/BSG, tidak dapat dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

d. Biaya tersebut pada huruf c, meliputi biaya Tim antardep, biaya perizinan,

konsultan pengawas, biaya konsultan hukum, biaya pemeliharaan objek

BGS/BSG, dan biaya audit oleh aparat pengawas fungsional sebelum

diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.



13) Setelah masa pengoperasian BGS/BSG berakhir, objek pelaksanaan BGS/BSG

harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada

Pengelola Barang dan atau Pengguna Barang.

14) Setelah masa pemanfaatan berakhir, bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG

ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

15) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka BGS/BSG harus atas nama

Pemerintah RI.

8. Prosedur pelaksanaan BGS atas tanah yang berada pada Pengelola Barang

1) Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan

BGS atas tanah yang ada dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan

Pengelola Barang untuk melakukan BGS atas tanah dimaksud.

2) Pengelola Barang menetapkan tanah yang akan dijadikan obyek BGS berdasarkan

hasil penelitian kelayakan tersebut.

3) Pengelola Barang membentuk Tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang,

Pengguna Barang, serta dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis

yang kompeten.

4) Tim bertugas untuk melakukan pengkajian tanah yang akan dijadikan obyek BGS

serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis, termasuk tapi tidak terbatas untuk

menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan,

penelitian indikasi biaya yang diperlukan untuk penyediaan bangunan dan

fasilitasnya, melakukan perhitungan nilai limit terendah besaran kontribusi, dan

melakukan tender calon mitra BGS.

5) Tim menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang terkait dengan hasil

pengkajian atas tanah, dan penghitungan limit terendah besaran kontribusi atas

pelaksanaan BGS.

6) Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang menerbitkan surat

penetapan nilai tanah yang akan dilakukan BGS dan nilai limit terendah kontribusi

atas pelaksanaan BGS.

7) Berdasarkan surat penetapan tersebut, Tim melakukan tender pemilihan mitra

BGS.

8) Hasil pelaksanaan tender disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan.

9) Berdasarkan hasil pelaksanaan tender tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat

keputusan pelaksanaan BGS dimaksud, yang antara lain memuat obyek BGS, nilai



kontribusi, mitra BGS, dan jangka waktu BGS.

10) Pengelola Barang membentuk Tim antardep yang beranggotakan unsur Pengelola

Barang dan instansi teknis terkait, yang akan antara lain bertugas melakukan

pembahasan mengenai rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan

dilaksanakan oleh mitra BGS termasuk sebagian bangunan beserta fasilitasnya

yang akan digunakan oleh Pengguna Barang selama masa BGS, menyiapkan draft

surat perjanjian/kontrak BGS, serta melakukan monitoring pelaksanaan

pembangunan objek BGS berdasarkan laporan konsultan pengawas dan melakukan

penelitian lapangan.

11) Tim antardep menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola

Barang.

12) Berdasarkan laporan Tim antardep tersebut, Pengelola Barang melaksanakan BGS

atas tanah dan atau bangunan tersebut.

13) Pelaksanaan BGS dituangkan dalam perjanjian BGS antara Pengelola Barang

dengan mitra BGS.

14) Mitra BGS menyetorkan uang kontribusi tetap untuk tahun pertama ke rekening

kas umum negara selambat-lambatnya pada saat perjanjian BGS ditandatangani.

15) Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi, dan penatausahaan pelaksanaan

BGS BMN dimaksud.

16) Penyerahan kembali objek BGS beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang

dilaksanakan setelah masa pengopersian BGS yang diperjanjikan berakhir.

17) Penyerahan kembali objek BGS beserta fasilitasnya dituangkan dalam suatu berita

Acara Serah Terima Barang.

9. Prosedur BGS atas tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang

1) Pengguna Barang menyerahkan tanah yang akan dijadikan obyek BGS dan

mengajukan permintaan persetujuan pelaksanaan BGS kepada Pengelola Barang.

2) Permintaan persetujuan pelaksanaan BGS tersebut disertai dengan dokumen

pendukung berupa lokasi/alamat, status dan bukti kepemilikan, luas, harga

perolehan/NJOP, dan rencana pembangunan gedung yang diinginkan.

3) Berdasarkan usulan dari Pengguna Barang, selanjutnya mekanisme BGS

dilaksanakan mengacu pada angka 8 di atas.

4) Selama masa pengoperasian, Pengguna Barang dapat menggunakan sebagian dari

objek BGS dengan penetapan dari Pengelola Barang.



5) Setelah dilakukan serah terima objek BGS kepada Pengelola Barang, Pengelola

Barang menetapkan status penggunaan bangunan tersebut.

10. Prosedur pelaksanaan BSG atas tanah yang berada pada Pengelola Barang

1) Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan

BSG atas tanah yang ada dalam pengelolaannya, yang didasarkan pada kebutuhan

Pengelola Barang untuk melakukan BSG tanah dimaksud.

2) Pengelola Barang menetapkan tanah yang akan dijadikan obyek BSG berdasarkan

hasil penelitian kelayakan tersebut.

3) Pengelola Barang membentuk Tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang,

Pengguna Barang, serta dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis

yang kompeten.

4) Tim bertugas untuk melakukan pengkajian atas tanah yang akan dijadikan obyek

BSG serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis, termasuk menyiapkan rincian

kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan, penelitian indikasi biaya

yang diperlukan untuk penyediaan bangunan dan fasilitasnya, melakukan

perhitungan nilai limit terendah besaran kontribusi, dan melakukan tender calon

mitra BSG dari sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.

5) Tim menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang terkait dengan hasil

pengkajian atas tanah, dan penghitungan limit terendah besaran kontribusi atas

pelaksanaan BSG.

6) Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang menerbitkan surat

penetapan nilai tanah yang akan dijadikan obyek BGS dan nilai limit terendah

kontribusi atas pelaksanaan BSG.

7) Berdasarkan surat penetapan tersebut, Tim melakukan tender pemilihan mitra

BSG.

8) Hasil pelaksanaan tender tersebut disampaikan oleh Tim kepada Pengelola Barang

untuk ditetapkan.

9) Berdasarkan hasil pelaksanaan tender tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat

keputusan pelaksanaan BSG dimaksud yang antara lain memuat obyek BSG, nilai

kontribusi, mitra BSG dan jangka waktu BSG.

10) Pengelola Barang membentuk Tim antardep yang beranggotakan unsur Pengelola

Barang dan instansi teknis terkait, yang akan antara lain bertugas melakukan

pembahasan mengenai rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan



dilaksanakan oleh mitra BSG termasuk sebagian bangunan beserta fasilitasnya

yang akan digunakan oleh Pengguna Barang selama masa BSG, menyiapkan draft

perjanjian BSG, serta melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan objek

BSG berdasarkan laporan konsultan pengawas dan melakukan penelitian lapangan.

11) Tim antardep menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola

Barang.

12) Berdasarkan laporan Tim antardep tersebut, Pengelola Barang melaksanakan BSG

atas tanah tersebut.

13) Pelaksanaan BSG dituangkan dalam naskah perjanjian BSG antara Pengelola

Barang dengan mitra BSG.

14) Mitra BSG menyetorkan uang kontribusi tetap untuk tahun pertama ke rekening

kas umum negara selambat-lambatnya pada saat perjanjian BSG ditandatangani.

15) Setelah pembangunan selesai, mitra BSG menyerahkan objek BSG beserta

fasilitasnya kepada Pengelola Barang, yang dituangkan dalam berita acara serah

terima barang.

16) Mitra BSG mengoperasikan objek BSG setelah penyerahan objek BSG sesuai

dengan perjanjian BSG.

17) Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi, dan penatausahaan pelaksanaan

BSG BMN dimaksud.

18) Penyerahan kembali objek BSG beserta fasilitasnya dituangkan dalam suatu berita

acara serah terima barang.

11. Prosedur BSG atas tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang

1) Pengguna Barang menyerahkan tanah yang akan dijadikan obyek BSG dan

mengajukan permintaan persetujuan pelaksanaan BSG kepada Pengelola Barang.

2) Permintaan persetujuan pelaksanaan BSG tersebut disertai dengan dokumen

pendukung berupa lokasi/alamat, status dan bukti kepemilikan, luas, harga

perolehan/NJOP, dan rencana pembangunan gedung yang diinginkan.

3) Berdasarkan usulan dari Pengguna Barang, selanjutnya mekanisme BSG

dilaksanakan mengacu pada ketentuan pada angka 10.

4) Selama masa pengoperasian, Pengguna Barang dapat menggunakan sebagian dari

objek BSG dengan penetapan dari Pengelola Barang.

5) Setelah dilakukan serah terima objek BSG, Pengelola Barang menetapkan status

penggunaan bangunan tersebut.



12. Kesimpulan dan saran

1) Pengaturan mengenai biaya pada pasal 29 ayat (7) PP.6/2006 yang substansinya

sama dengan pengaturan pada Lampiran V PMK Nomor 96/PMK.6/2007 yakni

bahwa seluruh biaya dalam BSG/BGS sejak persiapan sampai berakhirnya masa

perjanjian BGS/BSG ditanggung oleh mitra BGS/BSG, sulit dilaksanakan.

Sebelum terpilih mitra, maka calon mitra belum dapat dibebani dengan biayabiaya.

Pelaksanaan pembebanan model seperti ini akan membuka persaingan yang tidak

sehat di antara para calon mitra dan membuka peluang praktek KKN. Oleh karena

itu, ketentuan berkenaan pembiayaan ini perlu dilakukan koreksi.

2) Seperti juga dalam KSP, pengaturan tentang penambahan sarana/prasarana hasil

BGS/BSG perlu ditegaskan pada penjelasan saat proses tender maupun diatur

eksplisit pada naskah perjanjian BGS/BSG.

3) Berhubung pada saat berakhirnya perjanjian BGS/BSG, obyek BGS/BSG akan

digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, maka spesifikasi bangunan harus

ditentukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pemerintah masih dapat

menggunakan / memanfaatkan BMN hasil BGS/BSG tersebut dalam kurun waktu

yang cukup.

13. Latihan

Kerjakan Latihan berikut ini dengan mengacu pada penjelasan dalam Kegiatan Belajar 1

dan pengetahuan yang Anda peroleh dari lingkungan kerja. Jika diperlukan, lakukan

diskusi dengan sesama peserta Pelatihan.

1) Apakah objek BGS/BSG?

2) Apa perbedaan utama KSP dengan BGS/BSG?

3) Apa perbedaan BGS dengan BSG?

4) Siapakah subyek BGS/BSG?

5) Apa yang menjadi pertimbangan dilaksanakannya BGS/BSG?

14. Rangkuman

1) BGS/BSG adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara

mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya untuk digunakan pihak

lain yang membangun selama jangka waktu sampai dengan 30 th (dapat

diperpanjang) untuk selanjutnya diserahkan kembali setelah berakhirnya jangka



waktu yang diperjanjikan.

2) Alasan dilakukannya BSG/BGS adalah untuk menyediakan sarana prasarana bagi

penyelenggaraan tugas fungsi pemerintahan yang dana pembangunannya tidak/

tidak cukup tersedia dalam APBN.

3) Mitra BGS/BSG adalah Lembaga / Badan Hukum yang dipilih melalui tender yang

diikuti sekurang-kurangnya oleh 5 peminat.

4) BGS/BSG atas tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang

dilaksanakan setelah tanah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola

Barang.

5) Selama masa pengoperasian BGS/BSG, Pengguna Barang menggunakan langsung

obyek BGS/BSG, beserta sarana dan prasarananya untuk penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsinya paling sedikit 10% obyek dan sarana prasarana BGS/BSG

dimaksud.

6) Kewajiban mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian adalah membayar

kontribusi, tidak menjaminkan, menggadaikan dan atau memindahtangankan objek

BGS/BSG, dan memelihara objek BGS/BSG agar tetap dalam kondisi baik.

7) Seluruh biaya yang timbul sampai dengan ditetapkannya mitra BGS/BSG

dibebankan pada APBN. Biaya selanjutnya sampai dengan berakhirnya

pelaksanaan BGS/BSG ditanggung oleh mitra BSG/BGS.

8) Setelah masa pengoperasian BGS/BSG berakhir, objek pelaksanaan BGS/BSG

harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada

Pengelola Barang dan atau Pengguna Barang.

15. Test Formatif 8

Jawablah B bila pernyataan di bawah ini benar dan S jika pernyataan di bawah ini salah.

1) Bangunan utama dan sarana prasarana yang dibangun dalam rangka BGS/BSG

harus disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan instansi pemerintah setelah

berakhirnya masa berlakunya BSG/BGS.

2) Karena BGS/BSG dapat berlangsung 30 tahun, maka bangunan dalam pelaksanaan

BGS/BSG harus dengan spesifikasi untuk dapat digunakan lebih dari 30 tahun.

3) Semua biaya yang dikeluarkan dalam proses BSG/BGS sampai dengan terpilihnya

mitra BGS/BSG harus dibiayai dari APBN.

4) Semua biaya dalam rangka BGS/BSG sejak terpilihnya mitra BGS/BSG

dibebankan kepada mitra BGS/BSG.



5) Selama pelaksanaan BGS/BSG, Pengguna Barang menggunakan sebagian dari

bangunan utama, sarana prasarana, dan fasilitas lainnya aset BGS/BSG sesuai

dengan ketetapan dari Pengelola.

6) Dalam pelaksanaan BGS/BSG ada kontribusi tetap tahunan yang harus disetor

mitra BGS/BSG ke kas negara.

7) Jika pada suatu tahun mitra BGS/BSG mengalami kerugian, maka Pengguna

Barang ikut menanggung kerugiannya dengan cara memperhitungkan dengan

kontribusi tetap tahunannya.

8) Mitra BGS/BSG dapat menjaminkan atau menggadaikan obyek BGS/BSG.

9) Setelah berakhirnya pelaksanaan BGS/BSG, maka perhitungan proporsi pembagian

aset untuk dimiliki para pihak.

10) Setelah BGS/BSG berakhir, maka BMN obyek BGS/BSG yang dibangun di atas

tanah berasal dari penyerahan dari Pengguna akan otomatis ditetapkan status

penggunaannya untuk Pengguna yang bersangkutan.

16. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian

belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci

jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan

Saudara terhadap materi.

Rumus =
୳୫ ୪ୟ୦୨ୟ୵ ୟୠୟ୬୷ୟ୬ୱୣ ୱ୳ୟ୧୩୳୬ୡ୧

୳୫ ୪ୟ୦ ୱୣ ୫ ୳ୟୱ୭ୟ୪
x 100%

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

- 69% = kurang

Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan

dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara

harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.



Kegiatan belajar 9

Penghapusan

1. Pengantar

Pada Kegiatan Belajar 9 ini kita akan membahas pengertian penghapusan, jenis

penghapusan, persyaratan dan pertimbangan penghapusan, dan ketentuan pelaksanaan

penghapusan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan penghapusan adalah

1) Pasal 44 sampai dengan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.

2) Bab I pasal 1 angka 14 dan Bab IX Pasal 41 sampai dengan pasal 44 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan

BMN/D

3) Bab V pasal 9 dan Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor

96/PMK.6/2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN.

3. Pengertian

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 pasal 1 angka 14 mendefinisikan

penghapusan sebagai tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan

surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan atau

Kuasa Pengguna Barang dan atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi

dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

4. Jenis Penghapusan

1) Penghapusan dari daftar barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari daftar

barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang;

2) Penghapusan dari daftar BMN pada Pengelola Barang.

5. Persyaratan penghapusan BMN selain tanah dan atau bangunan

BMN selain tanah/bangunan dihapuskan apabila memenuhi salah satu di antara kondisi

sebagai berikut :



1) Persyaratan teknis:

a. Secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis

bila diperbaiki;

b. Secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

c. Barang telah melampaui Batas waktu kegunaannya/ kadaluarsa;

d. Barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti

terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya;

e. Berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut

dalam penyimpanan/pengangkutan.

2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena

biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari manfaat yang

diperoleh.

3) Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian

karena kematian hewan atau tanaman.

6. Persyaratan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan

BMN berupa tanah/bangunan dapat dihapuskan apabila terpenuhi salah satu kondisi

sebagai berikut :

1) Barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di

luar kemampuan manusia (force majeure)

2) Lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan RUTR karena adanya perubahan tata

ruang kota.

3) Barang perlu dipidahtangankan agar dapat digantikan dengan barang sejenis yang

lebih besar untuk memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

4) Penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi;

5) Pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis hankam.

7. Ketentuan pelaksanaan Penghapusan.

1) Penghapusan BMN dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa

pengguna barang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan

Pengguna. Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang karena salah satu hal:

a. penyerahan BMN kepada Pengelola Barang,

b. pengalihgunaan BMN kepada Pengguna Barang lain,

c. pemindahtanganan BMN kepada pihak lain,



d. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah

tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan undang-undang,

e. pemusnahan,

f. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi

penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap,

mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak

produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya

force majeure.

2) Penghapusan dari daftar BMN pada Pengelola Barang dilakukan karena salah satu

hal:.

a. beralih kepemilikannya karena terjadi pemindahtanganan.

b. menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

c. menjalankan ketentuan undang-undang.

d. Pemusnahan.

e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi

penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap,

mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak

produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya

force majeure.

3) Penghapusan dilakukan setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan oleh

pejabat yang berwenang, yaitu:

a. Pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang, untuk

penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa

pengguna barang;

b. Pengelola barang, untuk penghapusan dari daftar BMN.

4) Kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan apabila telah

dipergunakan secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun:

a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya untuk kendaraan baru atau

b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya untuk kendaraan selain

tersebut pada 7.4).a.

5) Penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional dilakukan dengan syarat tidak

akan mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kernenterian/ lembaga

yang bersangkutan.



6) Penghapusan kendaraan bermotor selain tersebut pada angka 7.4 dapat dilakukan

apabila kendaraan tersebut hilang, rusak berat karena kecelakaan dengan kondisi

paling tinggi 30% dengan keterangan dari Instansi yang kompeten.

7) Penghapusan kendaraan bermotor pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri

mengikuti peraturan negara setempat.

8) Pemusnahan dapat dilakukan dalam hal:

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat

dipindahtangankan,

b. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

9) Pemusnahan dilakukan dengan cara:

a. dibakar,

b. dihancurkan,

c. ditimbun,

d. ditenggelamkan dalam laut, atau

e. sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.



8. Tatacara Penghapusan karena penyerahan BMN kepada Pengelola Barang

No URAIAN PENGGUNA PENGELOLA

1
PENGGUNA MENYAMPAIKAN
LAPORAN KEPADA PENGELOLA

2 PENGELOLA MENELITI LAPORAN

3
PENGELOLA MENETAPKAN
DENGAN SURAT KEPUTUSAN

4
PENGGUNA BARANG
MENERBITKAN SURAT KEPUTUSAN
PENGHAPUSAN

5
PENGGUNA MEMBUKUKAN
PENGHAPUSAN

6
PENGGUNA MENYERAHKAN BMN
KEPADA PENGELOLA

7

PENGELOLA MENINDAKLANJUTI
DENGAN PENETAPAN STATUS
UNTUK PENGGUNA LAIN,
PEMANFAATAN ATAU
PEMINDAHTANGANAN

8
PENGELOLA MENYESUAIKAN
CATATAN PEMBUKUAN

1) Berdasar laporan Kuasa Pengguna Barang dan penelitiannya, Pengguna Barang

melaporkan kepada Pengelola tentang adanya BMN idle yang akan diserahkan

kepada Pengelola.

2) Pengelola melakukan penelitian atas laporan dan menerbitkan surat keputusan

penetapan penyerahan BMN dari Pengguna kepada Pengelola.

3) Berdasarkan keputusan penetapan penyerahan BMN dari Pengelola Barang,

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang

dari daftar barang Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna dengan

menerbitkan surat keputusan penghapusan barang paling lambat 1 (satu) bulan

sejak tanggal penetapan penyerahan barang ditandatangani.



4) Tembusan keputusan penghapusan dari daftar barang Pengguna atau daftar barang

Kuasa Pengguna tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang.

5) Berdasarkan surat keputusan penghapusan, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna

Barang menghapus BMN dimaksud dari daftar barang Pengguna atau daftar barang

Kuasa Pengguna dan menyerahkan BMN kepada Pengelola Barang.

6) Penyerahan BMN dituangkan dalam berita acara serah terima BMN.

7) Perubahan daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna barang

sebagai akibat dari penghapusan dicantumkan dalam laporan semesteran dan

laporan tahunan Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang.

9. Penghapusan karena pengalihgunaan BMN kepada pengguna lain

NO URAIAN
KUASA

PENGGUAN
PENGGUNA

LAMA
PENGGUNA

BARU
PENGELOLA

1
Kuasa pengguna mengajukan usul

kepada pengguna

2 Pengguna meneliti

3
Pengguna mengajukan usul kepada

pengelola

4 Pengelola melakukan penelitian

5

Pengelola menerbitkan surat

persetujuan pengalihan status

disampaikan kepada pengguna lama

dan pengguna baru

6
Pengguna lama menerbitkan surat

keputusan penghapusan

7
Pengguna lama membukukan

penghapusan pada DBP

8

Pengelola menerbitkan surat keputusan

penetapan status penggunaan kepada

pengguna baru

9
Pengguna lama melakukan serah terima

BMN kepada pengguna baru

10
Pengguna baru membukukan BMN

pada DBP

11
Pengelola menyesuaikan catatan pada

DBMN



1) Kuasa Pengguna mengajukan usul pengalihgunaan kepada Pengguna Barang.

2) Pengguna melakukan penelitian kemudian mengajukan usul kepada Pengelola

Barang.

3) Pengelola Barang melakukan penelitian untuk kemudian menyetujui /menolak

usulan.

4) Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan BMN dari Pengelola

Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan

barang dari daftar barang Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna dengan

menerbitkan surat keputusan penghapusan barang paling lambat 1 (satu) bulan

sejak tanggal persetujuan pengalihan status penggunaan barang ditandatangani.

5) Tembusan keputusan penghapusan barang dari daftar barang Pengguna atau daftar

barang Kuasa Pengguna tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang.

6) Berdasarkan surat keputusan penghapusan, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna

Barang menghapus BMN dimaksud dari daftar barang Pengguna atau daftar barang

Kuasa Pengguna dan menyerahkan BMN kepada pengguna lain yang dituangkan

dalam berita acara serah terima BMN.

7) Perubahan daftar barang Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna barang

sebagai akibat dari penghapusan dicantumkan dalam laporan semesteran dan

laporan tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

8) Pengguna barang atau Kuasa Pengguna Barang yang menerima pengalihan BMN

dari Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang lain harus mencatat barang

dimaksud dalam daftar barang Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna serta

harus mencantumkan barang tersebut dalam laporan semesteran dan laporan

tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.



10. Penghapusan karena pemindahtanganan BMN

NO URAIAN
PENGURUS

BARANG

KUASA

PENGGUNA
PENGGUNA PENGELOLA

PIHAK

III

1
Pengurus barang usul

penghapusan kepada KPB

2 KPB mengusulkan kepada PB

3
PB mengusulkan penghapusan

kepada pengelola

4 Pengelola menyetujui/menolak

5
Pengelola menerbitkan surat

persetujuan

6
PB menerbitkan surat

penghapusan

7
Penyerahan BMN kepada pihak

III

8

PB dan KPB melakukan

pencatatan (penghapusan) pada

DBP/DBKP

9

Perubahan DBP/DBKP

dilaporkan pada lap. Semesteran

dan tahunan

1) Pengurus Barang mengusulkan penghapusan dengan tindak lanjut

pemindahtanganan kepada Kuasa Pengguna Barang.

2) Kuasa Pengguna Barang mengusulkan penghapusan dengan tindaklanjut

pemindahtanganan kepada Pengguna Barang.

3) Pengguna Barang mengusulkan penghapusan/pemindahtanganan kepada

Pengelola.

4) Berdasarkan persetujuan pemindahtanganan BMN dari Pengelola Barang,

Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang

dari daftar barang Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna dengan

menerbitkan surat keputusan penghapusan barang paling lambat 1 (satu) bulan

sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan BMN ditandatangani.

5) Berdasarkan surat keputusan penghapusan barang dimaksud, Pengguna Barang



atau Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari daftar barang

Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna dan memindahtangankan BMN

kepada pihak yang telah disetujui Pengelola Barang.

6) Pemindahtanganan BMN harus dituangkan dalam berita acara serah terima BMN.

7) Tembusan keputusan penghapusan barang dari daftar barang Pengguna atau daftar

barang Kuasa Pengguna berikut berita acara serah terima barang dimaksud

disampaikan kepada Pengelola Barang.

8) Atas dasar dokumen tersebut dalam angka 4), Pengelola Barang menghapuskan

barang apabila barang tersebut ada dalam daftar BMN.

9) Perubahan daftar barang Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna barang

sebagai akibat dari pemindahtanganan harus dicantumkan dalam laporan

semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

11. Penghapusan karena hal-hal yang mengharuskan di lakukannya pemusnahan.

1) Pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN menyampaikan usul penghapusan

BMN yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan

melampirkan data pendukung:

a. alasan usul penghapusan, yang mencerminkan dipenuhinya persyaratan

penghapusan dengan tindak lanjut untuk dimusnahkan.

b. data BMN yang diusulkan untuk dihapuskan, termasuk keterangan tentang

kondisi, lokasi, harga perolehan/perkiraan nilai barang, fotokopi dokumen

kepemilikan disertai asli/fotokopi surat keputusan penetapan status

penggunaan (untuk bangunan), kartu identitas barang, serta foto/gambar atas

BMN dimaksud.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang

disertai dengan penjelasan tindak lanjut penghapusan berupa pemusnahan.

3) Pengguna barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola

Barang dengan tindak lanjut pemusnahan.

4) Berdasarkan penelitiannya, Pengelola Barang menolak atau rnenyetujui usul

penghapusan barang dari Pengguna Barang.

5) Dalam hal usul penghapusan ditolak, Pengelola Barang menyampaikan penolakan

tersebut kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan penolakannya.

6) Dalam hal usul penghapusan disetujui, Pengelola Barang rnenerbitkan keputuan

persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan BMN dimaksud.



7) Berdasarkan persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan barang

milik negara dari Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna

Barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari daftar barang Pengguna

atau daftar barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan surat keputusan

penghapusan barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan

penghapusan BMN ditandatangani.

8) Berdasarkan surat keputusan penghapusan barang dimaksud, Pengguna Barang

atau Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari daftar barang

Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna dan melakukan pemusnahan atas

BMN yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan.

9) Tembusan keputusan penghapusan barang dari daftar barang Pengguna atau daftar

barang Kuasa Pengguna dan berita acara pemusnahan tersebut disampaikan kepada

Pengelola Barang.

10) Atas dasar dokumen tersebut dalam butir 7), 8), 9), Pengelola Barang

menghapuskan barang dimaksud apabila barang tersebut ada dalam daftar BMN.

11) Perubahan daftar barang Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna barang

sebagai akibat dari penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan dicantumkan

dalam laporan semesteran dan laporan tahunan Pengguna Barang atau Kuasa

Pengguna Barang.



12. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk

menjalankan ketentuan undang-undang

NO URAIAN
PENGURUS

BARANG

KUASA

PENGGUNA
PENGGUNA PENGELOLA

1
Pengurus mengusulkan

kepada KPB

2 KPB mengusul kepada PB

3
PB mengusul kepada

pengelola

4
Pengguna menerbitkan

surat penghapusan

5
Pengguna menerbitkan

surat penghapusan

6
KPB, PB, pengelola

membukukan penghapusan

1) Pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN menyampaikan usul penghapusan

barang yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan

melampirkan data:

a. salinan/foto copy putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

atau keputusan yang menyangkut upaya hukum lain, yang telah dilegalisir oleh

pejabat berwenang, atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

b. identitas dan kondisi barang,

c. tempat/lokasi barang, dan

d. harga perolehan barang bersangkutan.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang

dengan disertai sebab-sebab/penjelasan penghapusan.

3) Pengguna barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola

Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan usulan penghapusan.

4) Berdasarkan hasil penelitian atas dokumen yang disampaikan Pengguna Barang,



Pengelola Barang menyetujui/menolak usulan penghapusan barang dari Pengguna

Barang.

5) Berdasarkan persetujuan penghapusan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang

menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak

tanggal persetujuan penghapusan BMN ditandatangani.

6) Berdasarkan surat keputusan penghapusan barang dimaksud, Pengguna Barang

atau Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari daftar barang

Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna.

7) Tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara penghapusan BMN

tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang.

8) Atas dasar tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara penghapusan

BMN yang diterima dari Pengguna Barang, Pengelola Barang menghapuskan

BMN dari daftar BMN.

9) Perubahan daftar barang Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna barang

sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan

laporan tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

13. Tatacara Penghapusan karena sebab-sebab lain

1) Pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN menyampaikan usul penghapusan

barang yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan

melampirkan:

a. surat keterangan dari kepolisian/instansi berwenang/ hasil audit, sesuai dengan

penyebab dari usulan penghapusan,

b. identitas dan kondisi barang,

c. tempat/lokasi barang, dan

d. harga perolehan/perkiraan nilai barang bersangkutan.

2. Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang

dengan disertai sebab-sebab/penjelasan usulan penghapusan.

3. Pengguna barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola

barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan usulan penghapusan.

4. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang disampaikan oleh Pengguna

Barang, Pengelola Barang menolak atau menyetujui usul penghapusan.

5. Dalam hal usul penghapusan ditolak, Pengelola Barang menyampaikan penolakan

tersebut kepada Pengguna Barang disertai dengan alasan penolakannya.



6. Dalam hal usul penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan keputuan

persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan BMN dimaksud.

7. Berdasarkan persetujuan penghapusan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang

atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari daftar

barang Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan surat

keputusan penghapusan barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal

persetujuan penghapusan BMN ditandatangani.

8. Berdasarkan surat keputusan penghapusan barang dimaksud, Pengguna Barang

atau Kuasa Pengguna Barang menghapus BMN tersebut dari daftar barang

Pengguna atau daftar barang Kuasa Pengguna dan dituangkan dalam berita acara

penghapusan BMN.

9. Tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara penghapusan tersebut

disampaikan kepada Pengelola Barang.

10. Atas dasar laporan Pengguna Barang tersebut, Pengelola Barang menghapuskan

barang dimaksud apabila barang tersebut ada dalam daftar BMN.

11. Perubahan daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna barang

sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkankan dalam laporan semesteran

dan laporan tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

14. Tatacara Penghapusan BMN atas BMN Yang Berada Pada Pengelola Barang

1) Petugas yang bertanggung jawab menangani penghapusan pada Pengelola Barang

menyampaikan usulan penghapusan barang yang berada dalam pengurusannya

kepada Pengelola Barang dengan melampirkan:

a. identitas dan kondisi barang,

b. tempat/lokasi barang,

c. harga perolehan barang bersangkutan, dan

d. alasan usulan penghapusan.

2) Pengelola Barang menerbitkan surat keputusan penghapusan BMN yang berada

dalam kewenangannya.

3) Berdasarkan surat keputusan penghapusan BMN tersebut, Pengelola melakukan

tindak lanjut penghapusan dan melakukan penghapusan BMN dari Daftar BMN.

4) Pelaksanaan penghapusan dari daftar BMN dicantumkan dalam Laporan BMN

Semesteran dan Tahunan.



15. Kesimpulan dan Saran

1) Saat yang menunjuk waktu penghapusan pada ketentuan tidak konsisten, sehingga

dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan. Contoh: pada PP.6/2006

pasal 42 ayat 1 tegas dinyatakan bahwa penghapusan BMN dari DBP/DBKP

dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada pada penguasaan Pengguna/Kuasa

Pengguna Barang. Kemudian, pada PMK nomor 96/PMK.6/2007 pasal 9 dan

Lampiran VI romawi IV diatur Pula bahwa penghapusan BMN dari DBP/DBKP

dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada pada penguasaan Pengguna/Kuasa

Pcngguna Barang.

Namun pada PP.6/2006 pasal 45 dan juga PMK Nomor 96/PMK.6/2007 pasal 10

disebutkan bahwa pemindahtanganan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. PMK

Nomor 96/PMK.6/2007 Lampiran VI romawi I tentang definisi penghapusan dan

romawi II tentang syarat penghapusan serta romawi IV angka 5 tentang pengaturan

penghapusan mobil dinas operasional ada terkandung arti bahwa penghapusan

dilakukan pada saat barang dimaksud masih ada dalam penguasaan

Pengguna/Kuasa Pengguna. Dengan pengaturan ini menimbulkan pemahaman dan

praktek bahwa pada saat BMN masih berada pada penguasaan Pengguna,

diusulkan penghapusan.

2) Untuk memenuhi azas kepastian hukum dan keseragaman prosedur, kiranya pasal

dan ayat yang mengatur penghapusan perlu diselaraskan. Untuk memberikan

pelayanan kepada para Pengguna/Kuasa Pengguna berkenaan dengan penghapusan

dan pemindahtanganan, maka dalam masa transisi kedua-duanya dapat dilayani

/difasilitasi sesuai dengan maksud pasal dan ayat yang berlaku. Alternatif lainnya

adalah terhadap barang yang akan dihapus terlebih dulu diusulkan / diproses

pemindahtanganan.

3) Untuk kepentingan pelayanan di bidang lelang BMN di KPKNL, maka peraturan

lelang, khususnya persyaratan mengenai harus adanya surat keputusan

penghapusan untuk syarat lelang, perlu disesuaikan dalam pelaksanaannya. Lelang

penjualan mestinya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan pemindahtanganan

dalam bentuk penjualan, tanpa harus ada surat keputusan penghapusan.

16. Latihan



Kerjakan Latihan berikut. ini dengan mengacu pada penjelasan dalam Kegiatan Belajar 1

dan pengetahuan yang Anda peroleh dari lingkungan kerja. Jika diperlukan, lakukan

diskusi dengan sesama peserta Pelatihan.

1) Mengapa BMN perlu dihapuskan?

2) Apa tindak lanjut dari penghapusan?

3) Apa syarat penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional?

4) Siapakah yang berhak membeli kendaraan dinas operasional yang dihapuskan?

5) BMN yang bagaimanakah yang dimusnahkan?

17. Rangkuman

1) Penghapusan dilakukan karena alasan-alasan tertentu untuk membebaskan

pengguna dan atau kuasa Pengguna Barang dan atau Pengelola Barang dari

tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

2) Ada 2 jenis penghapusan yakni penghapusan dari daftar barang Pengguna pada

Pengguna Barang atau dari daftar barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna

Barang dan Penghapusan dari daftar BMN pada Pengelola Barang.

3) BMN selain tanah dan atau bangunan dihapuskan apabila memenuhi salah satu di

antara kondisi sebagai berikut:

a. barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis bila diperbaiki;

b. barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;

c. barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/ kadaluarsa;

d. berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut

dalam penyimpanan/pengangkutan.

e. lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya

operasional dan pemeliharaan barang lebih besar dari manfaat yang diperoleh.

f. Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian

karena kematian hewan atau tanaman.

4) BMN berupa tanah dan/atau bangunan dapat dihapuskan apabila terpenuhi salah

satu kondisi sebagai berikut:

a. dalam kondisi rusak berat;

b. lokasi menjadi tidak sesuai dengan RUTR karena adanya perubahan tata ruang

kota;

c. barang perlu dipidahtangankan agar dapat digantikan dengan barang sejenis

yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan



tugas;

d. penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka

efisiensi;

e. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis hankam.

5) Penghapusan BMN dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa

pengguna barang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan

Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang karena salah satu hal:

a. penyerahan BMN kepada Pengelola Barang,

b. pengalihgunaan BMN kepada Pengguna Barang lain,

c. pemindahtanganan BMN kepada pihak lain,

d. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah

tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan undang-undang,

e. pemusnahan,

f. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi

penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap,

mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif

untuk tanaman/hewan/temak, serta terkena dampak dari terjadinya force

majeure.

6) Penghapusan dari daftar BMN pada Pengelola Barang dilakukan karena salah satu

hal:

a. beralih kepemilikannya karena terjadi pemindahtanganan.

b. menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

c. menjalankan ketentuan undang-undang.

d. Pemusnahan.

e. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi

penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap,

mencair, terkena bencana alam, kadaluarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif

untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force

majeure.

18. Test formatif 9

Jawablah B bila pernyataan di bawah ini benar dan S jika pernyataan di bawah ini salah.

1) Jika mobil dinas sudah berumur / dipakai selama 10 tahun sebaiknya segera



diusulkan untuk dihapus.

2) Mobil dinas yang dihapus diutamakan dijual kepada pejabat yang memakainya.

3) Penjualan mobil dinas tidak perlu melalui lelang.

4) Adalah wajar apabila pemenang lelang mobil dinas biasanya pejabat yang pernah

memakainya.

5) Penjualan rumah dinas golongan III tetap harus melalui pelelangan.

6) Hal wajar yang dapat diperkirakan menjadi penyebab dapat dilakukan penghapusan

adalah antara lain kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana

alam, kadaluarsa, dan mati/cacat berat.

7) Mobil dinas operasional yang Baru dipakai 2 tahun dapat dihapuskan jika karena

sesuatu hal menjadi rusak dan kondisinya tinggal 25%.

8) Pemusnahan dapat dilakukan apabila BMN tidak dapat digunakan, dimanfaatkan,

ataupun dipindahtangankan.

9) Jika pada DIPA telah disediakan dana pembangunan kembali gedung pengganti,

maka gedung yang akan digantikan tersebut dapat dihapuskan dengan persetujuan

Pengelola Barang tanpa ijin DPR.

10) Penghapusan BMN selain tanah dan gedung dengan nilai perolehan lebih dari Rp.

10 milyar memerlukan persetujuan Presiden.

19. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Periksalah jawaban Saudara dengan kunci jawaban test formatif yang ada di bagian

belakang modul ini. Hitunglah jumlah jawaban Saudara yang sesuai dengan kunci

jawaban, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan

Saudara terhadap materi.

=ݏݑ݉ݑܴ
௨ ௪௬ ௦௦௨�湥�௨

௨ ௦ ௨௦
%100ݔ

Penjelasan tingkat penguasaan:

90% - 100% = sangat baik

80% - 89% = baik

70% - 79% = cukup

- 69% = kurang



Kalau Saudara mencapai tingkat penguasaan 80% ke atas, Saudara dapat meneruskan

dengan materi selanjutnya. Tetapi kalau nilai Saudara kurang dari 80% maka Saudara

harus mengulangi materi ini terutama yang Saudara belum kuasai.


